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P U T U S A N
Nomor :  20/G/20 11/PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  

pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  b iasa ,  memutuskan  

sebaga i  ber i ku t  da lam sengke ta   anta ra  :

1 N a m a  : DASMAWATY.

Kewarganegaraan : Indones ia

Peker j aan : Ibu  Rumah Tangga

Tempat  Tingga l : J l .  H.  Radin ,  RT  002/004 ,  

Kelu rahan  Petukangan  Utara ,  

Kecamatan  Pesanggrahan ,  Jakar t a  

Sela tan .  

2 N a m a : IRFAN MELAYU. 

Kewarganegaraan : Indones ia

Peker j aan : Swasta

Tempat  Tingga l : J l .  Duku No.  49,  RT 002/004 ,  
Kelu rahan  Petukangan  Utara ,  
Kecamatan  Pesanggrahan ,  Jakar t a  
Sela tan .

3 N a m a : INKA SARINA MELAYU. 

Kewarganegaraan : Indones ia

Peker j aan : Swasta

Tempat  Tingga l : J l .  H.  Radin ,  RT 002/004 ,  Kelu rahan  
Petukangan  Utara ,  Kecamatan  
Pesanggrahan ,  Jakar ta  Sela tan .

Masing- masing  se laku  Ahl i  Waris  dar i  Almarhum Efendy  

Suhi r  sebaga imana  Sura t  Kete rangan  Waris  tangga l  27 Mei  

2005  yang  te rca ta t  d i  buku  reg i s t e r  Kelu rahan  

Petukangan  Utara  No.  48/L .713 .1 ,  tangga l  30  Mei  2005  

Halaman 1 dar i   56  ha laman Putusan  Nomor :  20/ G/2011/PTUN.JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan di  reg i s t e r  Kecamatan  Pesanggrahan  No.  1241/1 .713 .1  

tangga l  1  Jun i  2005,  da lam  perkara  in i  member i  kuasa  

kepada,  I r f an  Melayu ,  SH,  LL.M,  Andi  Asmoroput ro ,  SH,  

Dian  Agusd iana ,  SH,  se lu ruhnya  Warga  Negara  Indones ia ,  

peker j aan  Advokat ,  dar i  Kanto r  Hukum  I r f an  Melayu ,  

berkedudukan  d i  Ja lan  Fala tehan  Raya  No.  2,  Melawai ,  

Kebayoran  Baru ,  Jakar t a  Sela tan ,  da lam  hal  in i  

ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama  Para  Penggugat ,  

berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  ber tangga l  2  Pebruar i  

2011.  Selan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   PARA  PENGGUGAT  ;

MELAWAN

GUBERNUR  PROPINSI  DAERAH  KHUSUS  IBUKOTA  JAKARTA, 

berkedudukan  d i  Bala i  Kota  J l .  Medan  Merdeka  Sela tan  

No.  8- 9,  Jakar ta  Pusat ,  Dalam hal  in i  member ikan  kuasa  

kepada  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. AGUSDIN  SUSANTO,  S.H;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

2. YAYAN  YUHANAH,  S.H;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

3.   MADE  SUARJAYA,  S.H;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -
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4.   ENDANG  SUMARDI,  S.H;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

5.   MUCHLIS,  S.H;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.   BERNADO  YULIANTO,  S.H;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

7.   OCKY  PRASTYA  YUDHA,  S.H;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  memi l i h  alamat  dan  berkedudukan  pada  

Gubernur  Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  di  

Ja lan  Medan Merdeka  Sela tan  Nomor  8- 9,  Gedung Bala i ko ta  

Blok  G Lanta i  IX  Kota  Admin is t r a s i  Jakar t a  Pusat  ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  237/ - 1.711 .37  

te r t angga l  7  Maret  2011   Selan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERGUGAT; 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te r sebu t  te l ah  

membaca :  - - - - -

Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

Nomor  :  20/PEN- DIS/2011 /PTUN- JKT te r t angga l  7 

Pebruar i  2011  ten tang  Penetapan  pemer iksaan  perkara  

in i  dengan acara  biasa  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  
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Nomor  :  20/PEN/2011/PTUN- JKT.  te r t angga l  7  Pebruar i  

2011  ten tang  Penetapan  Susunan  Maje l i s  

Hakim  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  Nomor  :  20/PEN-

HS/2011/PTUN- JKT,  te r t angga l  8 Pebruar i  2011 ten tang  

Penetapan  Har i  Sidang  ; - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Gugatan  Penggugat  te r t angga l  4  Pebruar i  2011  ,  

yang  dida f t a r kan  pada  kepan i t e r aan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  tangga l    4  Pebruar i  2011,  

da lam perkara  Nomor  :  20/G/2011 /PTUN- JKT. ,dan  te l ah  

dipe rba i k i  pada  Pemer iksaan  Pers iapan  pada  tangga l  

23  Pebruar i  2011;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  yang  

bersangku tan ;  - -

Telah  membaca  dan  memer iksa  bukt i - bukt i  yang  d ia j ukan  

oleh  para     p ihak  yang  berperka ra  di  pers i dangan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  para  pihak  dan  saks i - saks i  d i  

pers i dangan ;  - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan  

Ber i t a  Acara  Pers idangan  dalam  perkara  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

  Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  sura t  

gugatannya  te r t angga l   4 Pebruar i  2011 yang  dida f t a r kan  

di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

pada  tangga l  4 Pebruar i  2011   d ibawah  Regis te r  Perkara  

Nomor:  20/G/2011 /PTUN- JKT,  dan  te l ah  dipe rba i k i  pada  

tahap  pemer iksaan  pers i apan  tangga l  23  Pebruar i  2011  

Penggugat   mengemukakan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam  gugatan  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i  adalah :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  Gubernur  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar t a  Nomor  1907/2010 ,  tangga l  4  Nopember  2010,  

ten tang  Perubahan  Besarnya  Ni la i  Gant i  Rugi  Tanah  dan  

Bangunan  Dalam Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Ja lan  

Tol  Jakar t a  Outer  Ring  Road  (JORR)  W2 Utara  di  

Kelu rahan  Petukangan  Utara  dan  Kelu rahan  Petukangan  

Sela tan  Kecamatan  Pesanggrahan  Kota  Admin is t r a s i  

Jakar t a  Sela tan ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  dasar  dan  alasan  Para  Penggugat  mengajukan  

gugatan  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek  Sengketa  TUN;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -   

Pada  tangga l  31  Agustus  2010  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  

Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  Kota  Admin is t r a s i  

Jakar t a  Sela tan  Nomor  192/ - 1.711 .37 / JORR  W2 

Utara /V I I I / 1 0  dan  Nomor  193/  - 1.711 .37 / JORR  W2 

Utara /V I I I / 1 0  ten tang  Besarnya  Ni la i  Gant i  Rugi  

atas  Tanah,  Bangunan,  dan/a tau  Tanaman  dan/a tau  

Benda- Benda La in  Yang Terkena  Pembangunan  Ja lan  Tol  

JORR  W2  Utara  Yang  Ber lokas i  d i  Kelu rahan  

Petukangan  Utara  Berdasarkan  Revis i  Peta  Bidang  

Tanah  Dan  Daf ta r  Inven ta r i s as i  No.  03  a  Sebanyak  

103  Bidang ,  No.  04  a Sebanyak  104  Bidang ,  No.  05  a 

Sebanyak  105 Bidang  Dan No.  06 a Sebanyak  20 Bidang  

Kecamatan  Pesanggrahan  Wi layah  Kota  Admin is t r a s i  

Jakar t a  Sela tan .   (se lan ju t n ya  disebu t  Keputusan  

Pani t i a  Pengadaan  Tanah  No.  192) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Karena  keputusan  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  No.  192  

te rsebu t  sangat  merug ikan  maka  Para  Penggugat  

bersama dengan  para  pemi l i k  tanah  dan bangunan  yang  

te rkena  Keputusan  te rsebu t  melakukan  upaya  

kebera tan  ke  Gubernur  Prop ins i  DKI  Jakar ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Upaya  kebera tan  te rsebu t  d i l akukan  sesua i  dengan  Pasa l  

41  ayat  1  Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  Nomor  3  Tahun  2007  

ten tang  Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  Pres iden  

Nomor  36  Tahun  2005  ten tang  Pengadaan  Tanah  Bagi  

Pelakanaan  Pembangunan  Untuk  Kepent i ngan  Umum 

Sebaga imana  Telah  Diubah  Dengan  Pera tu ran  Pres iden  

Nomor  65  Tahun  2006  ten tang  Perubahan  Atas  

Pera tu ran  Pres iden  Nomor  36  Tahun  2005  ten tang  

Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelakanaan  Pembangunan  Untuk  

Kepent i ngan  Umum  (un tuk  se lan ju t nya  disebu t  

Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia  Nomor  3  Tahun  2007) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  upaya  kebera tan  te rsebu t  Gubernur  Prop ins i  DKI  

Jakar t a  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Gubernur  

Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  1907;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

Berdasarkan  Pasa l  55  Undang  Undang  No.  5  Tahun  1986  

mengenai  tenggang  waktu  melakukan  gugatan  bag i  

p ihak  yang  namanya  disebu t  da lam  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  diguga t  d ih i t ung  se jak  har i  

d i t e r imanya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t ;  - -
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Para  Penggugat  mener ima  fo tokop i  Keputusan  Gubernur  No.  

1907  pada  tangga l  29  Nopember  2010  Ketua  RT 

002/004 ,  Kelu rahan  Petukangan  Utara ,  Pesangrahan,  

Jakar t a  Sela tan .  Dengan  demik ian  gugatan  in i  

d ia jukan  masih  da lam tenggang  waktu  menuru t  Undang-

Undang;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara   in  l i t i s  merupakan  

keputusan  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l  dan  

f i na l  ser ta  menimbulkan  ak iba t  hukum;-

Keputusan  Tata  Usaha  Negara   in  l i t i s  in i  sudah  

bers i f a t  konkre t  ya i t u   sudah  menyangkut  ha l  

yang  je l as ,  berwu jud ,  atau  dapat  d i ten tukan  

ya i t u  besaran  gant i  rug i  tanah  dan  bangunan  

atas  nama  Para  Penggugat  dengan  nomor  uru t  

Peta  350  dengan  harga  satuan  untuk  tanah  Rp 

2.000 .000 , - /Mete r  Perseg i  dan  untuk  bangunan  

Rp 2.000 .000 , /Me te r  Perseg i ;  - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara   in  l i t i s  bers i f a t  

ind i v i d ua l  ya i t u  d i t u j u kan  kepada  Pemi l i k  

Tanah,  bangunan  dan  tanaman  yang  te rkena  

pembangunan  ja l an  to l  JORR W2 Utara ,  te rmasuk  

Para  Penggugat  (d i sebu tkan  atas  nama 

Dasmawat i /Penggugat  1)  dengan  nomor  uru t  

Peta /b i dang  tanah  350;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Keputusan  Tata  Usaha  Negara   in  l i t i s  bers i f a t  

f i na l  ya i t u  te l ah  menimbulkan  ak iba t  hukum 

yang  di f i n i t i f  ya i t u  pembebasan  tanah  dan  

bangunan  mi l i k  Para  Penggugat  dengan  besaran  

gant i  rug i  te r t en tu  ser ta  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  in  l i t i s  te r sebu t  t i dak  memer lukan  

pengesahan  leb ih  lan ju t  o leh  pejaba t  yang  

leb ih  t i ngg i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Dengan  demik ian  Keputusan  Tata  Usaha  Negara   In  

Li t i s  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  1  angka  3  Undang- Undang  

No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepent i ngan  Hukum  Para  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para  Penggugat  ada lah  pemi l i k  tanah ,  bangunan,  tanaman 

dan  benda- benda  yang  ada dia tasnya  yang  te r l e t a k  d i  

Ja lan  H.  Radin  No.  RT 002/004 ,  Kelurahan  Petukangan  

Utara ,  Kecamatan  Pesangrahan ,  Jakar t a  Sela tan  

sebaga imana  disebu t  da lam Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

2423,  Desa Petukangan  Utara  atas  nama Efendy  Soehi r  

(da lam  ser t i f i k a t  d isebu tkan  luas  tanah  113  meter  

Halaman 9 dar i   56  ha laman Putusan  Nomor :  20/ G/2011/PTUN.JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perseg i ,  sedangkan  dalam  Akta  Jua l  Bel i  No.  

732/1 /711 .1  disebu tkan  luas  125  meter  perseg i ) ,  

yang  te rkena  pembangunan  Ja lan  to l  JORR W2 Utara ,  

nomor  uru t  Peta  350 dengan  besaran  gant i  rug i  tanah  

Rp  2.000 .000 , - /Mete r  Perseg i  dan  bangunan  Rp 

2.000 .000 , /Me te r  Perseg i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pada saat  Para  Penggugat  mener ima  Sura t  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara   In  L i t i s ,  juga  te r l amp i r  se lembar  

ker tas  dengan  judu l  Besaran  Gant i  Rugi  Tanah  

Bangunan  Dan  Tanaman  Berdasarkan  Sura t  Keputusan  

(SK)  Gubernur  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  (DKI )  

Jakar t a  No.  1907/2010  tangga l  4  Nopember .  Lembaran  

ker tas  te rsebu t  d isebu tkan  di te r b i t k an  oleh  Ketua  

TPT JORR W2 Utara  namun t i dak  ada  tanda  tangannya  

(se lan ju t n ya  d isebu t  Sura t  Besaran  Gant i  Rugi ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Sura t  Besaran  Gant i  Rugi  te r t u l i s  luas  tanah  dan  

bangunan  mi l i k  Para  Penggugat  yang  te rkena  

pembebasan,  tanah  se luas  113  meter  perseg i  dengan  

gant i  rug i  Rp  2.000 .000 , -  (dua  ju ta  rup iah )  dan  

bangunan  90  meter  perseg i  dengan  gant i  rug i  

2.000 .000 , -  (dua  ju t a  rup iah )  sedangkan  benda- benda  

la i nnya  yang  mel ipu t i  ha laman  te ras ,  pagar ,  sumur ,  

sambungan  l i s t r i k ,  resapan  dan  la i nnya  t i dak  

mendapatkan  gant i  rug i ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dikarenakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara   in  l i t i s  yang  

te l ah  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  merug ikan  dan  t i dak  

adi l  maka  Para  Penggugat  mempunyai  kepent i ngan  

hukum  untuk  mengajukan  gugatan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA IN  LIT IS  BERTENTANGAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Melanggar  Keten tuan  ten tang  Musyawarah  sebaga imana  

dia tu r  Pasal  8 Pera tu ran  Pres iden  No.  36 tahun  2005  jo  

Pasal  31,  Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia  Nomor  3 Tahun 2007;  - - - - -

Pasal  8  Pera tu ran  Pres iden  No.  36  tahun  2005  jo  Pasa l  

31  Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia  Nomor  3  Tahun  2007  menyebutkan  

bahwa pengadaan  tanah  bagi  pe laksanaan  pembangunan  

untuk  kepent i ngan  umum di l akukan  mela lu i  musyawarah  

dalam rangka  mempero leh  kesepaka tan  mengenai  bentuk  

dan  besarnya  gant i  rug i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pasal  1 angka  10 Perpres  No.  36  Tahun  2005  menyebutkan  

musyawarah  ada lah  keg ia tan  yang  mengandung  proses  

sa l i ng  mendengar ,  sa l i ng  member i  dan  sa l i ng  

mener ima  pendapat ,  ser ta  ke ing inan  untuk  mencapa i  
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kesepaka tan  mengena i  bentuk  dan  besarnya  gant i  

rug i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  prosedur  yang  te l ah  di l anggar  o leh  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah  cq  Tergugat  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Perund ingan  t i dak  di l akukan  dengan  se lu ruh  warga,  

ataupun  waki l - waki l  yang  di tun j uk  secara  sah  

oleh  warga,  namun perund ingan  d i l akukan  hanya  

dengan sege l i n t i r  warga;  - - - - - - - - - - -

Musyawarah  dalam  rangka  untuk  sa l i ng  mendengar ,  

sa l i ng  member i  dan  sa l i ng  mener ima  pendapat ,  

ser ta  ke ing inan  untuk  mencapa i  kesepaka tan  

mengenai  bentuk  dan  besarnya  gant i  rug i  t i dak  

pernah  di l akukan  oleh  Terguga t  cq  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah.  Yang  te r j ad i  adalah  Tergugat  

cq  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  hanya  melakukan  

in fo rmas i  ten tang  adanya  proyek  pembangunan  

ja l an  Tol ,  mengeluarkan   daf ta r  luas  tanah  dan  

bangunan  warga  yang  te rkena  proyek  ser ta  harga  

penawaran  sep ihak  dar i  Terguga t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karena  daf ta r  tanah  dan  bangunan  yang  dike lua r kan  

Pani t i a  Pengadaan  Tanah  berbeda  dengan  fak ta  

12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di l apangan ,  maka warga  te rmasuk  Para  Penggugat  

meminta  agar  te r l eb i h  dahu lu  d i l akukan  

perba i kan  daf ta r  te rsebu t .  Sete lah  adanya  

perba i kan  maka  musyawarah  baru lah  dapat  

d i l an j u t k an ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sete lah  per temuan  te rsebu t  t i dak  ada  lag i  t i ndak  

lan ju t  dar i  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  dan  t i ba -

t i ba  sa ja  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  dengan  

alasan  jangka  waktu  120  har i  te l ah  te r l ampau  

langsung  sa ja  menerb i t kan  sura t  keputusan  

ten tang  bentuk  dan  besarnya  gant i  rug i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Disamping  i t u  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  juga  t i dak  

pernah  member i kan  kesempatan  ataupun  

memper t imbangkan  pendapat  dan  ke ing inan  dar i  

warga  te rmasuk  Para  Penggugat  te rka i t  dengan  

bentuk  dan  besarnya  gant i  rug i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dengan  demik ian  proses  musyawarah  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Perpres  No.  36  tahun  2005  jo  

Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia  I  Nomor  3  Tahun  2007  t i dak  

pernah  di l akukan  oleh  Pani t i a  pengadaan  Tanah  

cq  Tergugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dengan  demik ian  penerb i t an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

in  l i t i s  te l ah  melanggar  prosedur ,  d i l akukan  dengan  

mela lu i  rekayasa  yang  di rancang  oleh  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah  cq  Tergugat  yang  mengak iba t kan  

kerug ian  bagi  Para  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bentuk  dan  Besarnya  Ni la i  Gant i  Rugi  Merug ikan  Para  

Penggugat  dan  Melanggar  Pasa l  3 jo  Pasal  8 jo  Pasa l  12  

jo  Pasa l  13  Pera tu ran  Pres iden  No.  36  tahun  2005  jo  

Pasal  28 jo  Pasa l  31  Pera tu ran  Kepala  Badan Per tanahan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia   Nomor  3  Tahun  2007;  

- - - - - - - - - - - - -

Pasal  3  Pera tu ran  Pres iden  No.  36  tahun  2005  

menyebutkan  pengadaan  tanah  bag i  pe laksanaan  

pembangunan  untuk  kepent i ngan  umum  di l akukan  

berdasarkan  pr ins i p  penghormatan  te rhadap  hak  atas  

tanah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  12  Pera tu ran  Pres iden  No.  36  tahun  2005  

menyebutkan  gant i  rug i  d ibe r i kan  untuk  hak  atas  

tanah ,  bangunan  dan  benda- benda  la i n  yang  berka i t an  

dengan  tanah .  Adapun  bentuk  gant i  rug i  dapat  berupa  

uang  dan  atau  tanah  penggant i  dan  atau  pemukiman  

kembal i ,  sebaga imana  d imaksud  Pasa l  13  Perpres  No.  

36 tahun  2005;  - - - - - - - - - -
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Bahwa maksud  dar i  pengatu ran  te rsebu t  untuk  mel indung i  

warga  masyaraka t  yang  te rkena  proyek  pengadaan  

tanah  dar i  t i ndakan  sewenang- wenang  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  dalam  menentukan  bentuk  dan  besarnya  

gant i  rug i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pr ins i p  kead i l an  in i  d i l e t akkan  sebaga i  dasar  penentuan  

bentuk  dan besarnya  gant i  rug i  yang  harus  d iber i kan  

kepada  pemi l i k  tanah .  Dalam  ar t i  pember ian  gant i  

rug i  harus  dapat  memul ihkan  kond is i  sos ia l  ekonomi  

warga  masyaraka t  min imal  seta ra  atau  set i dak -

t i daknya  masyaraka t  t i dak  menjad i  leb ih  misk in  dar i  

sebe lumnya. ;  - - - - -

Karena  i t u   warga  masyaraka t  yang  te rkena  proyek  

pengadaan  tanah  te r l eb i h  dahu lu  harus  d i t awarkan  

al te rna t i v e  bentuk - bentuk  gant i  rug i  dan  kemudian  

baru  musyawarah  untuk  menentukan  besarnya  gant i  

rug i .  Besarnya  gant i  rug i  te rsebu t  harus  d idasarkan  

pada  kesepaka tan  para  p ihak  dan  keadaan  yang  

senyatanya  ten tang  harga  jua l  tanah ,  lokas i ,  sarana  

dan  prasarana  ser ta  fak to r - fak to r  la i n  yang  

mempengaruh i  jumlah  kerug ian  yang  d ider i t a  oleh  

warga  ak iba t  dar i  pembebasan  tanah  te rsebu t ,  

sebaga imana  dimaksud  pasa l  28  jo  31  ayat  3 

Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia   Nomor  3  Tahun  2007;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahkan  bentuk  dan  besarnya  gant i  rug i  juga  harus  

memperhat i kan  pemul ihan  sos ia l  ekonomi  warga  

masyaraka t ,  ya i t u  memul ihkan  keg ia tan  ekonomi  

mereka  dengan  memperh i t ungkan  kerug ian  yang  d ia lami  

oleh  warga  yang  te rkena  dampak pembebasan  tanahnya .  

Sebaga i  misa l  ada lah  bag i  warga  masyaraka t  yang  

sebe lumnya  tanah  ada lah  merupakan  aset  yang  

berharga ,  sebaga i  tempat  usaha,  ber tan i ,  berkebun  

dan  sebaga inya ,  te rpaksa  keh i l angan  aset  in i ,  

karena  mereka  pindah  ke  tempat  permuk iman  yang  

baru .  Sedangkan  untuk  Para  Penggugat  harus  mencar i  

tempat  keh idupan  yang  baru  dengan  ja rak  yang  leb ih  

jauh  dar i  tempat  seko lah  dan tempat  beker j a  semula .  

Belum lag i  te l ah  te rben tuk  keke lua rgaan  yang  sangat  

era t  dengan  masyaraka t  d i  tempat  yang  lama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pr ins i p - pr ins i p  te rsebu t  te l ah  di l anggar  o leh  Tergugat  

da lam  menentukan  bentuk  dan  besarnya  gant i  rug i . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tergugat  t i dak  pernah  member ikan  kesempatan  dan  

membahas  ten tang  bentuk  gant i  rug i  yang  di i ng i nkan  

warga  masyaraka t ,  namun  secara  sep ihak  menetapkan  

bentuk  gant i  rug i  berupa  uang sa ja ;  - - - - - - -

Disamping  i t u  da lam  menentukan  besarnya  gant i  rug i ,  

Tergugat  hanya  berpa tokan  pada  ni l a i  jua l  tanah  
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yang  didasarkan  pada  ni l a i  Ni la i  Jua l  Obyek  Pajak  

(NJOP)  semata .  Sedangkan  fak to r - fak to r  la i n  yang  

mempengaruh i  harga  ser ta  kerug ian - kerug ian  la i n  

yang  dider i t a  o leh  warga  masyaraka t  ak iba t  

pembebasan  tanah  t i dak  pernah  d ih i t ung  dan  

dibe r i k an  gant i  rug inya ,  misa lnya  kerug ian  harus  

kont rak  te r l eb i h  dahu lu  sebe lum  mendapatkan  rumah 

penggant i ,  b iaya  p indah  rumah,  pindah  seko lah  dan  

keh i l angan  lapangan  peker j aan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pasa l  28 ayat  2 Pera tu ran  Kepala  Badan Per tanahan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  Nomor  3  Tahun  2007  

disebu tkan  bahwa  sa lah  satu  yang  menjad i  pedoman 

dalam  menentukan  n i l a i  gant i  rug i  ada lah  sta tus  

tanah .  Dalam Keputusan  Tata  Usaha  Negara   In  L i t i s  

te rnya ta  tanah  mi l i k  Para  Penggugat  yang  sudah  

berser t i f i k a t  dengan  sta tus  hak  mi l i k  d isamakan  

besaran  gant i  rug i  dengan  tanah  yang  be lum 

berser t i f i k a t  ser ta  dengan  tanah  yang  sta tus  

dibawah  hak  mi l i k ,  misa l  hak  guna  bangunan  bahkan  

dengan  tanah  garapan .  Hal  te rsebu t  je l as  bahwa 

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  In  Li t i s  te lah  

melanggar  pasa l  28  ayat  2  Pera tu ran  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia   Nomor  3 

Tahun  2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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Di  samping  i t u  khusus  untuk  Para  Penggugat ,  gant i  rug i  

hanya  dibe r i k an  untuk  hak  atas  tanah  dan  bangunan  

sa ja ,  sedangkan   benda- benda  la i n  yang  berka i t an  

dengan  tanah ,  misa l  pagar ,  sumur ,  sambungan  

l i s t r i k ,  te lepon ,  ha laman te ras ,  dan sumur  resapan ,  

sept i c  tank ,  t i dak  mendapatkan  gant i  rug i .  

Sedangkan  berdasarkan  Pasa l  12  Pera tu ran  Pres iden  

Nomor.  36  tahun  2005  benda- benda  la i n  yang  

berka i t an  dengan  tanah  harus  dibe r i kan  gant i  rug i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

luas  tanah  Para  Penggugat  sesungguhnya  ada lah  125 meter  

perseg i ,  luas  bangunan  113  meter  perseg i ,  luas  

pagar  tembok  13  meter  dan  pagar  bes i  10  meter ,  

sedangkan  dalam Sura t  Besaran  Gant i  Rugi  d isebu tkan  

luas  tanah  hanya  113  meter  perseg i  dan  luas  

bangunan  90  meter  perseg i .  Terdapa t  se l i s i h  luas  

tanah  sebesar  12  meter  perseg i  dan  bangunan  25  

meter  perseg i ,  sedangkan  pagar  tembok  dan  pagar  

bes i  t i dak  digan t i  rug i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pelanggaran  Terguga t  te r ka i t  penetapan  besarnya  gant i  

rug i  dapat  d ibuk t i k an  dengan  membandingkan  besarnya  

gant i  rug i  yang  d iber i kan  te rhadap  warga  masyaraka t  

yang  tanahnya  te rkena  proyek  pembangunan  ja l an  Tol  

JORR  W2 Seks i  I I  pada  tahun  2003  sebaga imana  

dimaksud  Sura t  Keputusan  Wal iko tamadya  Sela tan  No.  
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245/2003 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pada  tahun  2003  (8  tahun  yang  la l u )  dengan  NJOP tanah  

dibawah  Rp  300.000 , -  ( t i ga  ra tus  r i bu  rup iah )  

dibe r i k an  gant i  rug i  sebesar  Rp  2.000 .000 , -  (dua  

ju ta  rup iah )  sama  dengan  ni l a i  gant i  rug i  atas  

tanah  Para  Penggugat  pada  saat  in i .  Sela in  i t u  juga  

dibe r i k an  gant i  rug i  te rhadap  benda- benda  la i n  yang  

ada  dia tasnya  yang  berupa  pagar ,  halaman,  sumur  dan  

per l engkapannya  ser ta  fas i l i t a s  la i nnya ;  

- - - - - - - - - - -   

Dengan  besarnya  gant i  rug i  sebaga iman  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  In  L i t i s  maka  warga  masyaraka t  

khususnya  Para  Penggugat  te lah  dimisk i nkan  oleh  

Tergugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian - ura ian  d ia tas  maka  Para  Penggugat  

memohon  Maje l i s  Hakim  Yang  Terhormat  memer iksa ,  

mengadi l i ,  dan  memutus  perkara  in i  dengan  amar  sebaga i  

ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  

Gubernur  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar t a  Nomor  

1907/2010 ,  tangga l  4 Nopember  2010,  ten tang  Perubahan  

Besarnya  Ni la i  Gant i  Rugi  Tanah  dan  Bangunan  Dalam 

Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Ja lan  Tol  Jakar t a  

Outer  Ring  Road  (JORR)  W2  Utara  di  Kelu rahan  

Petukangan  Utara  dan  Kelu rahan  Petukangan  Sela tan  

Kecamatan  Pesanggrahan  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Gubernur  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar t a  Nomor  

1907/2010 ,  tangga l  4  Nopember  2010  ten tang  Perubahan  

Besarnya  Ni la i  Gant i  Rugi  Tanah  dan  Bangunan  Dalam 

Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Ja lan  Tol  Jakar t a  

Outer  Ring  Road  (JORR)  W2  Utara  di  Kelu rahan  

Petukangan  Utara  dan  Kelu rahan  Petukangan  Sela tan  

Kecamatan  Pesanggrahan  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menghukum  Tergugat  membayar  biaya  yang  t imbu l  da lam 

perkara  in i .

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

p ihak  Terguga t  te l ah  mengajukan  Jawaban  te r t u l i s  pada  
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pers idangan  tangga l     15  Maret  2011 yang  is i nya  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI

1.   GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK .

Bahwa  Objek  gugatan  Penggugat  ada lah  Sura t  

Keputusan  Gubernur  Prov ins i  DKI  Jakar t a  Nomor  

1907/2010   tangga l  4  Nopember  2010  ten tang  

Perubahan  Besarnya  Ni la i  Gant i  Rugi  Tanah dan  

Bangunan  Dalam  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  

Untuk  Ja lan  Tol  Jakar ta  Outer  Ring  Road 

(JORR)  W2 Utara  di  Kelurahan  Petukangan  Utara  

dan  Kelu rahan  Petukangan  Sela tan  Kecamatan  

Pesanggrahan  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  da lam  gugatannya  hanya  

menggugat  Gubernur  Prov ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  (DKI )  Jakar ta ,  sedangkan  Tim 

Pengadaan  Tanah  Kementer i an  Peker jaan  Umum 

se laku  pe laksana  Pengadaan  Tanah  Untuk  Ja lan  

Tol  Jakar t a  Outer  Ring  Road  (JORR)  W2 Utara  

di  Kelurahan  Petukangan  Utara  dan  Kelurahan  

Petukangan  Sela tan  Kecamatan  Pesanggrahan  

Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan   yang  

dipe rmasa lahkan  oleh  Penggugat  karena  t i dak  
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ada  tanda tangannya  dalam Sura t  Besaran  Gant i  

Rugi  t i dak  di j ad i kan  sebaga i  p ihak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t ,  gugatan  

Penggugat  Kurang  Pihak  seh ingga  sangat l ah  

berdasar  apab i l a  Maje l i s  Hakim  menolak  

gugatan  Penggugat  atau  set i dak - t i daknya  

dinya takan  t i dak  d i t e r ima  (n ie t  onvanke l i j k e  

verk l aa rd ) ;  - - - - - - -

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Bahwa  dalam  gugatannya  Penggugat  mendal i l k an  

bahwa  ukuran  luas  tanah  berbeda  anta ra  yang  

te r t e r a  da lam  ser t i p i k a t  dengan  has i l  

inven ta r i s a s i  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan  dan  sebaga i  

pemi l i k  tanah ,  Penggugat  t i dak  pernah  

di i ku t se r t a kan  da lam  musyawarah  untuk  

menentukan  bentuk  dan  besarnya  ni l a i  gant i  

rug i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sesua i  keten tuan  Pasa l  7  Pera tu ran  

Pres iden  No.  36  Tahun  2006  Jo.  Pasal  20 

Pera tu ran  Kepala  badan  Per tanahan  Nasiona l  

22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republ i k  Indones ia  No.  3  Tahun  2007,  yang  

melaksanakan  inven ta r i s as i  dan  musyawarah  

dengan  pemi l i k  tanah  ada lah  merupakan  

kewenangan  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan ,  sedangkan  

Tergugat  bukan  merupakan  bag ian  Tim  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Sela tan  dan  Kewenangan  Tergugat  sudah  je l as  

dia tu r  da lam  keten tuan  Pasal  41  Pera tu ran  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia  Nomor  3  Tahun  2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  seharusnya  Penggugat  menggugat  Pani t i a  

Pengadaan    Tanah   Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Sela tan  yang

 te l ah  menetapkan  bentuk  dan  besarnya  gant i  

rug i  da lam Keputusan  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  

Untuk  Kepent i ngan  Umum Kota  Admin is t r a s i  

Jakar t a  Sela tan  Nomor:   192/ - 1.711 .37 / JORR W2 

Utara /V I I I / 1 0  tangga l  31 Agustus  2010.  - -

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t ,  gugatan  

Penggugat  sa lah  alamat  seh ingga  sangat l ah  

berdasar  apab i l a  Maje l i s  Hakim  menolak  

gugatan  Penggugat  atau  set i dak - t i daknya  

dinya takan  t i dak  d i t e r ima  (n ie t  onvanke l i j k e  

verk l aa rd ) ;  - - - - - - - -
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GUGATAN PENGGUGAT KURANG JELAS (OBSCURE LIBELS)

Bahwa  Objek  gugatan  Penggugat  ada lah  Sura t  

Keputusan  Gubernur  Prov ins i  DKI  Jakar t a  Nomor  

1907/2010   tangga l  4  Nopember  2010  ten tang  

Perubahan  Besarnya  Ni la i  Gant i  Rugi  Tanah dan  

Bangunan  Dalam  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  

Untuk  Ja lan  Tol  Jakar ta  Outer  Ring  Road 

(JORR)  W2 Utara  di  Kelurahan  Petukangan  Utara  

dan  Kelu rahan  Petukangan  Sela tan  Kecamatan  

Pesanggrahan  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dal i l - da l i l  yang  disampaikan  Penggugat  

da lam gugatannya  sama seka l i  t i dak  mendukung  

dan  menguatkan  tun tu tan  (pe t i t um)  Penggugat  

karena  sama  seka l i  t i dak  te rka i t  dengan  

kewenangan  Tergugat . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  apab i l a  ob jek  gugatan  yang  di te t apkan  

oleh  Tergugat  d iba ta l kan  maka secara  otomat i s  

kena ikan  ni l a i  gant i  rug i  yang    d i t e t apkan  

oleh  Tergugat  t i dak  belaku  bag i  Penggugat  

seh ingga  dengan  demik ian  besaran  n i l a i  gant i  

rug i  untuk  Penggugat  sesua i  dengan  ni l a i  awal  

yang  di t e t apkan  oleh  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  

Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan .
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Bahwa  berdasarkan  hal  te rsebu t ,  gugatan  

Penggugat  Kabur  dan  Tidak  Je las  (Obscure  

Libe l s )  seh ingga  sangat l ah  berdasar  apab i l a  

Maje l i s  Hakim  menolak  gugatan  Penggugat  atau  

set i dak - t i daknya  d inya takan  t i dak  d i t e r ima  

(n ie t  onvanke l i j k e  verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa  hal - ha l   yang  dia jukan  dalam  Ekseps i  

d ia jukan  pu la  dan  merupakan  bag ian  dalam  pokok  

perkara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  te tap  menolak  dal i l - da l i l  Penggugat  

kecua l i  ha l - ha l  yang  diaku i  secara  tegas  dan  

je l as  oleh  Terguga t ;  - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  penerb i t an  Sura t  Keputusan  Gubernur  a  quo  

ada lah  te lah  sah  dan  sesua i  dengan  keten tuan  

pera tu ran  dan  perundang- undangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sebe lum  Penggugat  menggugat  Tergugat  

semest inya  Penggugat  memahami   te r l eb i h  dahu lu  

prosedur  dan  ta ta  cara  pelaksanaan  pengadaan  

tanah  untuk  kepent i ngan  umum yang  d ia tu r  da lam 

Pera tu ran  Pres iden  Nomor  36  Tahun  2005  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Pera tu ran  
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Pres iden  Nomor  65  tahun  2006,  dan  Pera tu ran  

Kepala  Badan Per tanahan  Nasiona l  (BPN)   Nomor  .  

3  Tahun  2007  karena   da l i l  Penggugat  yang  

menyatakan   Tergugat  te l ah  melanggar  Pasa l  8,  

Pasal  12,  

Pasal  13   Pera tu ran  Pres iden  Nomor  36  Tahun  

2005  j . o  Pasa l  28,  dan  Pasal  31  Pera tu ran  

Kepala  Bapan  Per tanahan  Nasiona l  (BPN)   Nomor.  

3  tahun  2007  sangat  t i dak  re levan  karena  

keten tuan  yang  dimaksud  oleh  Penggugat  sama 

seka l i  bukan  mengatu r  kewenangan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  obyek  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  obyek  perkara  

berdasarkan  keten tuan  yang  dia tu r  da lam  Pasal  

17   Pera tu ran  Pres iden  Nomor  36  Tahun  2005  j . o  

Pasal  41,  Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  (BPN)  Nomor.  3  tahun  2007  yang  

mengatur  mengenai  kebera tan  pemegang  hak  atas  

tanah  atas  besarnya  gant i  rug i  yang  te l ah  

di te t apkan  oleh  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  (P2T)  

Kota  Admin is t r a s i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa obyek  perkara  yang  d i t e rb i t k an  o leh  Tergugat  

t i dak  bers i f a t  t i ba - t i ba  mela inkan  atas  
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permohonan  Pengggugat   yang  merasa  kebera tan  

te rhadap  gant i  rug i  yang  te l ah  di te t apkan  oleh  

Pani t i a  Pengadaan  Tanah   (P2T)  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa fungs i  dan kete r l i b a t an  Tergugat  da lam proses  

pengadaan  tanah  hanya  bers i f a t  lembaga  band ing  

seh ingga  dalam  keputusan  Tergugat   hanya  

mempunyai  dua  ops i  ya i t u  mener ima  permohonan  

kebera tan  dar i  Penggugat  dengan  cara   mengubah  

putusan  Pani t i a  Pengadaan  Tanah   (P2T)  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar t a  Sela tan  atau  menolak  

permohonan  dengan  cara  menetapkan  kembal i  

putusan  Pani t i a  Pengadaan  Tanah   (P2T)  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  seharusnya  jus t r u  Penggugat  ber te r ima  kas ih  

kepada  Tergugat  karena  Terguga t  te l ah  menaikkan  

besarnya  ni l a i  gant i  rug i   atas  tanah  Penggugat  

dar i  besarnya  n i l a i  gant i  rug i  atas  tanah  

Penggugat  yang  sebe lumnya  te lah  di te t apkan  oleh  

Pani t i a  Pengadaan  Tanah   (P2T)  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan ;  - - - - -

Bahwa  Terguga t  menolak  dal i l  Penggugat  yang  

mendal i l k an  bahwa  Tergugat  menerb i t kan  obyek  

Halaman 27 dar i   56  ha laman Putusan  Nomor :  20/ G/2011/PTUN.JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara  tanpa  musyawarah  karena   sebe lum 

Tergugat   menerb i t kan  obyek  sengketa  te r l eb i h  

dahu lu  Tergugat  te l ah  mendengarkan  ke ing inan  

Penggugat  dan  teman- teman  yang  disampaikan  

mela lu i  fo rum  rapa t  maupun  unjuk  rasa ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  se la i n  mendengarkan  ke ing inan  Penggugat  

sebaga i  pemegang  hak  atas  tanah ,  Tergugat  

mendengarkan  pu la   masukan  dar i  Tim  Pengadaan  

Tanah  Kementer i an  Peker jaan  Umum,  Lembaga 

Peni l a i  Harga  Tanah  ya i t u  Peni l a i  Suc i f i n do ,  

Pani t i a  Pengadaan  Tanah   (P2T)  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar t a  Sela tan ,  dan   Pani t i a  

Pengadaan  Tanah   (P2T)  Prov ins i  DKI  Jakar t a ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa inven ta r i s as i  dan  musyawarah  sebaga imana  yang  

dikehendak i  o leh  Penggugat   te l ah  di l aksanakan  

oleh  Pani t i a  Pengadaan  Tanah   (P2T)  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar t a  Sela tan  se jak  sebe lum 

besarnya  ni l a i  gant i  rug i  tanah  dan  bangunan  

di te t apkan  oleh  Pani t i a  Pengadaan  Tanah   (P2T)  

Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa adapun  pedoman dalam menentapkan  ni l a i  gant i  

rug i  sesua i  dengan  has i l  peni l a i an  lembaga  

pen i l a i  harga  tanah  ya i t u  Peni l a i  Sucof i ndo  

(v i de  Pasa l  15   Pera tu ran  Pres iden  Nomor  36 

Tahun  2005  j . o  Pasal  27  Pera tu ran  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  (BPN)   Nomor   3  Tahun  

2007) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  da lam menetapkan  kembal i  n i l a i  gant i  

rug i  te l ah  mempert imbangkan  dengan  cermat  dan  

adi l  karena  besarnya  ni l a i  gant i  yang  semula  

berdasarkan  k las i f i k a s i  zona  lokas i  tanah  dan  

lebar  ja l an  pada  rumah  para  pemegang  hak  atas  

tanah ,  te l ah  d i l akukan   pen i l a i an  ulang   per  

bidang  dengan  mempert imbangkan  unsur - unsur  

pen i l a i an   yang  sangat  kompleks  dar i  berbaga i  

aspek ,  bahkan  kena ikan  ni l a i  gant i  rug i  t i dak  

hanya  te rhadap   tanah  mela inkan  te rhadap  

bangunan;  - - - - - -

Bahwa Terguga t  menolak  gugatan  Penggugat  pada  angka  

29   yang  mendal i l k an  bahwa  pada  tahun  2003  

te l ah  te r j ad i  pembayaran  gant i  rug i  yang  

ni l a i n ya  leb ih  besar  karena  dal i l  te rsebu t  

t i dak  re levan  untuk  dipe r t imbangkan  menginga t  

dasar  hukum dalam  pengadaan  tanah  saat  tahun  

2003  berbeda  dengan  dasar  hukum  saat  in i  ya i t u  

Pera tu ran  Pres iden  Nomor  36  Tahun  2005  
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sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Pera tu ran  

Pres iden  Nomor  65  tahun  2006,  dan  Pera tu ran  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  (BPN)   Nomor  

3 Tahun 2007;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  je l as l ah  bahwa  objek  gugatan  yang  

di te rb i t k an  oleh  Tergugat  sudah  sesua i  dengan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

mengatur  masalah  Pengadaan  Tanah  Untuk  

Kepent i ngan  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas  sudah  

je l as  bahwa Keputusan  Gubernur  Prov ins i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  (DKI )  Jakar t a  Nomor  1907/2010  

ten tang  Perubahan  Besarnya  Ni la i  Gant i  Rugi  

Tanah  dan  Bangunan  Dalam Pelaksanaan  Pengadaan  

Tanah  Untuk  Ja lan  Tol  Jakar ta  Outer  Ring  Road 

(JORR)  W2 Utara  Di  Kelurahan  Petukangan  Utara  

dan  Kelu rahan  Petukangan  Sela tan  Kecamatan  

Pesanggrahan  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan  

yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  ada lah  t i dak  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  maupun  Azas  Umum Pemer in tahan  yang  

Baik .  Oleh  karena  i t u  Terguga t  mohon  agar  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  

perkara  aquo   member ikan  Putusan  sebaga i  

ber i ku t  :  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

Mener ima  Ekseps i  Tergugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

(n ie t  onvanke l i j k  verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA 

Menolak  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Jawaban  Tergugat ,  Para  

Penggugat   te l ah   mengajukan   Repl i k   pada  

pers i dangan  tangga l  29 Maret  2011,  dan atas  Repl i k  Para  

Penggugat  te rsebu t ,  Tergugat  te lah  mengajukan  Dupl i k  

pada  pers i dangan  tangga l   5  Apr i l  2011 ,  dan  untuk  

mempers ingka t  i s i  putusan  in i  maka  Repl i k  dan  Dupl i k  

t i dak  d ican tumkan  dalam  putusan  in i  namun  te r l amp i r  

da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Menimbang,  bahwa  untuk   menguatkan  da l i l -

da l i l  gugatannya ,   Para  Penggugat  te lah  mengajukan  
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Bukt i  Ter tu l i s  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  

dimate ra i kan  dengan  cukup  dan  te l ah  dicocokan  dengan  

as l i nya , kecua l i  yang  t i dak  ada as l i nya  dibe r i  tanda  P – 

1  sampai  dengan   P  –  19,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

1.  Bukt i   P –  1               :   Sura t  Keputusan  

Gubernur  Prop ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  1907/2010 ,  

tangga l  4  Nopember  2010,  ten tang  

Perubahan  Besarnya  Ni la i  Gant i  

Rugi  Tanah  dan  Bangunan  Dalam 

Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  untuk  

Ja lan  Tol  Jakar ta  Outer  Ring  Road 

(JORR)  W2  Utara  di  Kelu rahan  

Petukangan  Utara  dan  Kelu rahan  

Petukangan  Sela tan  Kecamatan  

Pesanggrahan  Kota  Admin is t r a s i  

Jakar ta  Sela tan .  ( fo t ocopy  tanpa  

as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bukt i   P –  2                   :   Sura t  

Keputusan       Pani t i a  

Pengadaan  Tanah  Kota  Admin is t r a s i  

Jakar ta  Sela tan  Nomor  192/ -

1.711 .37 / JORR W2 Utara /V I I / 1 0  dan  

Nomor  193/ - 1.711 .37 / JORR  W2 
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Utara /V I I I / 1 0  ten tang  Bentuk  dan 

Besarnya  gant i  rug i  atas  Tanah,  

Bangunan,  dan/a tau  Tanaman 

dan/a tau  Benda- Benda  la i n  yang  

te rkena  Pembangunan  Ja lan  Tol  

JORR W2 Utara  yang  ber lokas i  d i  

Kelu rahan  Petukangan    Utara  

berdasarkan     Revis i  

Peta  Bidang  Tanah  dan  Daf ta r  

Inven ta r i s as i  No.  03 a sebanyak  

103  Bidang ,  No.  04  a  sebanyak  

104  Bidang ,  No.  05  a  sebanyak  

105  Bidang  dan  No.  06  a 

sebanyak  20  Bidang  Kecamatan  

Pesanggrahan  Wilayah  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan .  

( fo t ocopy  tanpa  as l i ) ;  - - - - - - -

3.  Bukt i   P –  3                     :     Besarnya  

Gant i       Rugi  Tanah  Bangunan  

dan  Tanaman  Berdasarkan  Sura t  

Keputusan   Gubernur  Prop ins i  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  No.  

1907/2010  tangga l  4  Nopember  

2010.   ( fo t ocopy  tanpa  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4.  Bukt i   P – 4 : Sura t  Kete rangan  Kemat ian  

Penduduk  Warga  Negara  Indones ia  

Nomor.  160/1 .755 .3 /2004 ,  tangga l  

20  Desember  2004  atas  Nama 

Efendy .  S.  yang  Di te rb i t k an  o leh  

Kelu rahan  Petukangan  Utara .  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bukt i   P – 5                   :   Sura t    Kete rangan  

Waris  te r t angga l  27  Mei  2005,  

atas  Nama  Dasmawaty  dan  I r f an  

Melayu .  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  - - - - - - - -

6.  Bukt i   P – 6 : Kar tu    Keluarga   Warga  Negara  

Indones ia  (WNI)  No.  806449,  

tangga l  3 Agustus  1998.  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  Bukt i   P – 7 :  Ser t i f i k a t   Hak   Mi l i k  No.  

2423/Desa   Petukangan  Utara  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.  Bukt i   P – 8 :  Akta    Jua l  Bel i  Nomor  :  

732/1 .723 .2 /89 ,  tangga l  12 

Nopember  1989 ( fo t ocopy  tanpa  
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as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bukt i   P – 9 : Sura t  Kete rangan  Lurah  Petukangan  

Utara  No.  220/1 .711 .03186 ,  

tangga l  07  Nopember  1986 

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - -

10.  Bukt i   P – 10                : Sura t  

Pember i t ahuan  Pajak  Teru tang  

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Nomor  :  

31.71 .011 .005 .021 - 0201.0  atas  

Nama Efendy .  S.  GG.  Dukuh  49  RT 

002/004  Petukangan  Utara  Jakar ta  

Sela tan  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.  Bukt i   P – 11               :  Keputusan  

Wal iko tamadya  Jakar ta  Sela tan  

Nomor  245/2003 ,  tangga l  23 

September  2003  ten tang  Bentuk  dan  

Besarnya  Gant i  Rugi  atas  Tanah  

dan  Bangunan  ser ta  Tanaman  dan 

Benda- Benda la i n  yang  ada  di  Atas  

Tanah  Hadiyan to  CS yang  te rkena  

Proyek  dalan  Rangka  Pengadaan  
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Tanah  untuk  keper l uan  proyek  

pembangunan  Ja lan  Tol  JORR  W2 

Seks i  I I  (Vete ran  Ulu jami )  yang  

te r l e t a k  di  RT 05,06 ,07 ,08 ,11 ,14  

RW  01  Kelu rahan  Pesanggrahan  

Kecamatan  Pesanggrahan  Kotamadya  

Jakar ta  Sela tan   ( fo t ocopy  tanpa  

as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.    Bukt i   P – 12               : Ber i t a  Acara  

Kesepakatan  Hasi l  Musyawarah  

Harga  Gant i  Rugi  atas  Tanah  dan  

Bangunan  ser ta  Benda- Benda  la i n  

yang  ada  Dia tasnya  yang  Terkena  

Proyek  Ja lan  Tol  JORR W2 Seks i  I I  

(Vete ran  –  Ulu jami )  Ter le t ak  di  

RT  05,06 ,07 ,08 ,11 ,14 ,  RW  I  

Kelu rahan  Pesanggrahan  Kecamatan  

Pesanggrahan  Kotamdya  Jakar t a  

Sela tan ,  tangga l  26  Agustus  2003.  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  - - - - - - -

13.    Bukt i   P – 13      : Sura t  Team  Perwak i l an  

Warga  RT  01/RW 04  yang  Terkena  

Ja lan  Tol  JORR –  W2N Kelurahan  

Petukangan  Utara  Jakar ta  Sela tan  

Nomor  .  S:02/03 /V I / 09 ,  tangga l  03 
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Jun i  2009.   ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.    Bukt i   P – 14          : Sura t  Paguyuban  

Warga  Tergusur  Ja lan  Tol  JORR W2 

Petukangan  Utara  Pesanggrahan ,  

Jakar ta  Sela tan  Nomor  

001/PWPU/I / 2010 ,  tangga l  25 

Januar i  2010  ten tang  Proyek  Ja lan  

Tol  JORR  W2   ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  

15.    Bukt i   P – 15 : Sura t  Paguyuban  Warga  Tergusur  

Ja lan  Tol  JORR –  W2N Kelurahan  

Petukangan  Utara  –  Pesanggrahan  

Jakar ta  Sela tan ,  Nomor  

008/PUPW/V/2010 ,  tangga l  10  Mei  

2010  ten tang  Ber la ru t - la ru tnya  

Proses  Pembebasan  Tanah  JORR W2N 

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

16.    Bukt i   P – 16              : Sura t  dar i  Para  

Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  No.  

001/RT- 2/06 /2010 ,  tangga l  26  Ju l i  

2010  per iha l  Sura t  Tindak  Lan ju t  

Hasi l  Musyawarah  JORR  W2 
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Depar temen  Peker jaan  Umum (PU)  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

17.   Bukt i   P – 17 : Sura t  Perwak i l an  Warga  Tergusur  

Pembanguana  Ja lan  Tol  JORR W2N RW 

04  Kelurahan  Petukangan  Utara  dan  

RW 01,  RW 06 Kelu rahan  Petukangan  

Sela tan ,  Nomor  02/PETUSE/ IX /2010 ,  

tangga l  5  September  2010  ten tang  

Penolakan  Penetapan  Harga  Gant i  

Rugi  Tanah/Bangunan  yang  

Di te tapkan  Secara  Sepihak  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

18.    Bukt i   P – 18 : Sura t  Perwak i l an  Warga  Tergusur  

Pembanguan  Ja lan  Tol  JORR W2N RW 

04  Kelurahan  Petukangan  Utara  dan  

RW,  01  RW,  06  Kelu rahan  

Petukangan  Sela tan ,  Nomor  

02/PETUSE/ IX /2010  tangga l  18 

September  2010  ten tang  Penolakan  

Penetapan  Harga  Gant i  Rugi  

Tanah/Banguana  yang  Di te tapkan  

Secara  Sepihak  yang  d i t u j u kan  

kepada  DPRD Daerah  Khusus  Ibuko ta  
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Jakar ta  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

19.    Bukt i   P – 19 : Sura t  Notu lens i  Rapat  tangga l  

Nopember  2010  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  mempertahankan  dal i l -

da l i l  Jawabannya,  Terguga t  te lah  mengajukan  Bukt i  

Ter tu l i s  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  

dimate ra i kan  dengan  cukup  dan  te l ah  dicocokan  dengan  

as l i nya ,  d ibe r i  tanda  T  –  1  sampai  dengan  T  –  17 

sebaga i  ber i ku t  :  

1.    Bukt i   T – 1 : Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  No.  

36  Tahun  2005  ten tang  Pengadaan  

Tanah  Bagi  Pelaksanan  Pembangunan  

untuk  Kepent i ngan  Umum ( fo tocopy  

dar i   fo tocopy ) ;  

2.    Bukt i   T – 2 : Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  

Indones ia  No.  65  Tahun  2006  

ten tang  Perubahan  Atas  Pera tu ran  

Pres iden  No.  36  Tahun  2005  

ten tang  Pengadaan  Tanah  Bagi  

Pelaksanaan  Pembanguan  untuk  

Kepent i ngan  Umum ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 39 dar i   56  ha laman Putusan  Nomor :  20/ G/2011/PTUN.JKT
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3.    Bukt i   T – 3 : Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  No.  3 

Tahun  2007  ten tang  Keten tuan  

Pelaksanaan  Pera tu ran  Pres iden  

Republ i k   Indones ia     No.  36 

Tahun     2005   ten tang  Pengadaan  

Tanah  Bagi  Pelaksaan  Kepent i ngan  

Umum  sebaga imana  te l ah  d iubah  

dengan  Pera tu ran  Pres iden  

Republ i k  Indones ia  No.  65  Tahun  

2006  ten tang  Perubahan  atas  

Pera tu ran  Pres iden  No.  36  Tahun  

2005  ten tang  Pengadan  Tanah  

Pelaksanaan  Pembangunan  untuk  

Kepent i ngan  Umum   ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.    Bukt i   T – 4 : Sura t  Keputusan  Gubenur  Prov ins i  

Daerah  Ibuko ta  Jakar ta  No.  

1907/2010  tangga l  4 November  2010  

ten tang  Perubahan  Besarnya  Ni la i  

Gant i  Rugi   Tanah  dan  Bangunan  

Dalam Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  

untuk  Ja lan  Tol  Jakar t a  Outer  

Ring  Road  (JORR)  W2 Utara  Di  

Kelu rahan  Petukangan  Utara  dan 

Kelu rahan  Petukangan  Sela tan  
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Kecamatan  Pesanggrahan  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

5.    Bukt i   T – 5 : Keputusan  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  

untuk  Kepent i ngan  Umum  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar t a  Sela tan  No.  

192/ - 1.711 .37 / JORR  W2 

Utara /V I I I / 1 0  ten tang  Bentuk  dan 

Besarnya  Ni l i a  Gant i  Rugi  Atas  

Tanah,  Bangunan  Dan/Atau  Tanaman,  

Dan/Atau  Benda- Benda  Lain  Yang 

Berka ia tan  Dengan  Tanah  Untuk  

Pengadaan  Terkena  Pembangunan  

Ja lan  TOL  JORR  W2 Utara  Yang 

ber lokas i  Di  Kelurahan  Petukangan  

Utara  Berdasarkan  Revis i  Bidang  

Tanah  dan  Daf ta r  Inven ta r i s a s i  

No.  03  a  Sebanyak  103  Bidang  

Tanah  No.  04  a  Sebanyak  104 

Bidang  No.  05  a  Sebanyak  105 

Bidang  Dan  No.  06  a  Sebanyak  20 

Bidang  Kecamatan  Pesanggrahan  

Wi layah  Kota  Admin is t r a s i  Jakar t a  

Sela tan   ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 41 dar i   56  ha laman Putusan  Nomor :  20/ G/2011/PTUN.JKT
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6.    Bukt i   T – 6 : Undangan  Sekre ta r i s   Daerah  

Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  No.  871/ - 1.792 .1  tangga l  

26  Oktober  2010  yang  di tu j u kan  

kepada  Warga  Yang  Terkena  Ja lan  

Tol  JORR  W2  Jakar t a  Sela tan  

tangga l  rapa t  27  Oktober  2010  

dengan  agenda  rapa t  ten tang  

Penyampaian    masukan      dar i  

masyaraka t  pemi l i k  lahan  yang  

te rkena    JORR W2 di  Kelurahan  

Petukangan  Sela tan  Kecamatan  

Pesanggrahan  Kota  Admin is t r a s i  

Jakar ta  Sela tan  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.    Bukt i   T – 7 : Undangan  Sekre ta r i s  Daerah  

Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  No.  872/ - 1.792 .1  tangga l  

20  Oktober  2010  yang  di tu j u kan  

kepada  Warga  Yang  Terkena  Ja lan  

Tol  JORR  W2  Jakar t a  Sela tan ,  

tangga l  rapa t  28  Oktober  2010  

dengan  agenda  rapa t  ten tang  

Penyampaian   masukan  dar i  

masyaraka t  pemi l i k  lahan  yang  
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te rkena  JORR  W2  di  Kelu rahan  

Petukangan  Sela tan  Kecamatan  

Pesanggrahan  Kota  Admin is t r a s i  

Jakar ta  Sela tan  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

8.    Bukt i   T – 8 : Notu len  Rapat  tangga l  27  Oktober  

2010  sesua i  Undangan  Rapat  No.  

871/ - 1.792 .1  tangga l  26  Oktober  

2010   ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

9.    Bukt i   T – 9 : Undangan  Rapat  No.  888/ - 1.711 .37  

tangga l  29  Oktober  2009  untuk  

rapa t  tangga l  2  November  2010  

dengan  agenda  acara  Penyampaian  

masukan,  a lasan /a rgumentas i  

peno lakan  masyarka t  te rhadap  

Besar /Ben tuk  gant i  rug i  

berdasarkan  Keputusan  P2T  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan  

mengenai  Gant i  Rugi  Tanah  Yang 

Terkena  Pembangunan  JORR W2N di  

ke lu rahan  Petukangan  Utara  dan 
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Petukangan  Sela tan  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.  Bukt i   T – 10 : Daf ta r  Hadi r  rapa t  har i  Selasa  

tangga l  2 November  2010  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.  Bukt i   T – 11 : Notu len  Rapat  har i  Selasa  tangga l  

2  November  2010  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.  Bukt i   T – 12 : Akt i va  te tap  Peni l i a n  (appra i sa l )  

Harga  Tanah  Ja lan  Tol  JORR W2 

Ruas Ulu jami  – Kebon Jeruk  lokas i  

d i  Keluarahan  Meruyu  Utara ,  

Meruyu  Utara ,Meruyu  Sela tan ,  

Petukangan  Utara ,  Petukangan  

Sela tan ,  dan  Ulu jami ,  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  ( fo t ocopy  

dar i   fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -
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13.    Bukt i   T – 13 : Sura t  Ketua  Tim  Pengadaan  Tanah  

Ja lan  Tol  Ruas  Pro f .  Dr .  I r .  

Sedyatmo  Dan Ruas  JORR Seks i  W2,  

No.TN.01 .02 /TPT/ - SDW2/310  tangga l  

28  September  2010  per iha l  

Peni l i a n  Lahan  Terkena  JORR W2N 

Untuk  Tahun  2010   ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i ) ;  - - - - - - - - - - -

14.   Bukt i   T – 14 : Sura t  Ketua  Tim  Pengadaan  Tanah  

Ja lan  Tol  Ruas  Pro f .  Dr .  I r .  

Sedyatmo  Dan Ruas  JORR Seks i  W2,  

No.  UM.01.02 /TPT/ - SDW2/315  

tangga l  3  November  2010  per iha l  

Per t imbangan  Besarnya  Gant i  Rugi  

Tanah  Ja lan  Tol  JORR W2 Utara  di  

Kelu rhan  Petukangan  Utara  dan 

Kelu rahan  Petukangan  Sela tan .  

( fo t ocopy  stempel  as l i ) ;  

15.   Bukt i   T – 15 : Progres     Pengadaan   Tanah  

Pembangunan    Ja lan  Tol  JORR W2 

Utara  Wi layah  Kota  Admin is t r a s i  

Jakar ta  Sela tan  Sta tus  :  20 Apr i l  

2011  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ;  - - - - - - - - - - - -

16.  Bukt i   T – 16              :     Daf ta r     rea l i s as i  

b idang  tanah  yang  sudah  d ibayar  
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sampai  dengan  Bulan  Apr i l  2011  

yang  dike lua r kan  oleh  Ketua  Tim 

Pengadaan  Tanah  Ja lan  Tol  Ruas 

Pro f .  Dr .  I r .  Sedyatmo  dan  Ruas 

JORR Seks i  W2  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

17.     Bukt i   T – 17 : Peta   b idang  pengadaan  tanah  

untuk  pengbangunan  Ja lan  Tol  JORR 

W2 Utara  di  Kelu rahan  Petukangan  

Sela tan ,  Kecamatan  Pesanggrahan,  

Kota  Admin is t r a s i  Jakar t a  Sela tan  

yang  dike lua r kan  oleh  Ketua  Tim 

Pengadaan  Tanah  Ja lan  Tol  Ruas 

Pro f .  Dr .  I r .  Sedyatmo  dan  Ruas 

JORR Seks i  W2 ( fo t ocopy  sesua i  

dengan as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l - da l i l n ya  

Pihak  Para  Penggugat   mengajukan  1  (o rang )  orang  saks i  

fak ta  yang  te l ah  didengar  dan  member i kan  kete rangan  di  

bawah  sumpah  da lam  pers idangan  yang  pada  pokoknya  

sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

1. Nama :   SUSAN  NOPIYANTI ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat /Tangga l  Lah i r :   Jakar ta ,  29  November  1972;  

- - - - - - - - - - - - -

Kewarganegaraan :   Indones ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agama :   Is l am;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan :   Mengurus   Rumah 

Tangga; - - - - - - - - - - - - - - -

Alamat                       : J l .  Makmur  

No.  36  RT.  001  RW.  006 

Kelu rahan  Petukangan  Sela tan  

Kecamatan  

PesanggrahanJakar t a  Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Saks i  menerangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  ada lah  Ketua  Rukun Tetangga  (RT)  001,  

Rukun  Warga  (RW)  006,  Kelu rahan  Petukangan  

Sela tan ,  Kecamatan  Pesanggrahan ,  Jakar ta  Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  merupakan  sa lah  satu  pemi l i k  tanah  

dan bangunan  di  ke lu rahan  petukangan  se la tan  yang  

kena  proyek  Ja lan  Tol  JORR  W2;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa   sehubungan  dengan  pengadaan  tanah  untuk  

proyek  ja l an   to l  JORR W2,  per temuan  anta ra  

pan i t i a  pengadaan  tanah  (P2T)  Jakar ta  Sela tan  

dengan para  pemi l i k  tanah  hanya  pernah  diadakan  I  

(sa tu )  ka l i  sa ja  ya i t u  pada  tangga l  22  Februar i  

2010  di  Kanto r  Kelu rahan  Petukangan  Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa   da lam  per temuan  te rsebu t  ketua  P2T 

mengatakan  bahwa akan  ada  proyek  ja l an  to l  yang  

melewat i  rumah  warga  di  wi layah  petukangan  

se la tan  dan  petukangan  uta ra ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  da lam  per temuan  te rsebu t  ketua  P2T 

menyampaikan  daf ta r  n i l a i  gant i  rug i  kepada  para  

Ketua  RT yang  kemuadian  dibag i kan  kepada  para  

pemi l i k  tanah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  sete lah  per temuan tangga l  22 Februar i  

2010,  warga  yang  te rkena  gusuran  diw i l ayah  

petukangan  se la tan  membentuk  pan i t i a  perwak i l an ,  

sa lah  satu  kewenangan  pani t i a  perwak i l an  atas  

dasar  kuasa  para  pemi l i k  tanah  melakukan  

musyawarah  dengan  P2T  dan  pengguna  tanah  ya i t u  

kementer i an  Peker jaan  Umum  cq  Jasa  Marga;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Bahwa  saks i  menyatakan  pada  tangga l  24  Apr i l  

2010,  pani t i a  perwak i l an  menyampaikan  sura t  

kepada  P2T Jakar t a  Sela tan  dengan  tembusan  kepada  

Gubernur  Daerah  khusus  Ibuko ta  Jakar ta ,  Wal iko ta  

Jakar t a  Sela tan  dalam sura t  te rsebu t  d isampaikan  

kebera tan  warga  atas  n i l a i  gant i  rug i  yang  te lah  

disampaikan  oleh  P2T  pada  rapa t  tangga l  22  

Februar i  2010,  se la i n  i t u  disampaikan  te lah  

te rben tuk  Pani t i a  Perwak i l an  sebaga i  waki l  dar i  

warga  te rgusur ,  namun sura t  te rsebu t  t i dak  pernah  

ada  tanggapan  dar i  P2T  Jakar t a  Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa   saks i  menyatakan  alasan  utama  warga  

menolak  dan  kebera tan  atas  keputusan  P2T ataupun  

Gubenur  ada lah  t i dak  adanya  musyawarah  anta ra  

pemi l i k  tanah  atau  waki l nya  dengan  P2T 

kementer i an  Peker j a  Umum cq  Jasa  Marga  se laku  

pengguna  tanah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l - da l i l n ya  

Pihak  Penggugat   mengajukan   1  (sa tu )  orang  ahl i  yang  

te l ah  didengar  dan  member ikan  pendapatnya  di  bawah 

sumpah  dalam  pers idangan  yang  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
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1.     Nama   :  Pro f .  Ny.  ARIE S.  HUTAGALUNG . ,  

SH.  MLI .

       Tempat /Tangga l  Lahi r   :  Bandung,  07  Ju l i   194;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kewarganegaraan  :  Indones ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Agama  :  Is l am;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan             : Guru  Besar  Hukum Agrar i a  

Faku l t as  Hukum  Unive rs i t a s  

Indones ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alamat  : Ja lan  Teuku  Cik  Di t i r o  No.  7 

RT.  008  RW.  002  Kelu rahan  

Gondangd ia ,  Kecamatan  Menteng  

Jakar t a  Pusat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Pendapat  Ahl i  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pera tu ran  yang  menjad i  pedoman  pengadaan  

tanah  untuk  kepent i ngan  umum ada lah  Pera tu ran  

Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  36 Tahun 2005  

ten tang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanakan  

Pembangunan  Untuk  Kepent i ngan  Umum yang  sudah  

di rev i s i  dengan  Perpres  Nomor  65  Tahun  2006,  

adapun  pera tu ran  pelaksananya  ada lah  Pera tu ran  
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Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Nomor  :  3  Tahun  2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa   menginga t  ket i ga  pera tu ran  di  atas  

berben tuk  Perpres  dan  Permen maka hanya  mengika t  

apara tu r  pemer in tah  sa ja  dan  t i dak  mengika t  

masyaraka t  ,  o leh  karena  i t u  pada saat  in i  sedang  

dibua t  rancangan  Undang- Undang  ten tang  Pengadaan  

Tanah;  - - - - - - - - - - - -

- Bahwa menuru t  hukum tanah  nas iona l  asas  (hukum)  

pero lehan  tanah  ada lah  musyawarah  untuk  mufaka t ,  

asas  hukum  merupakan  batang  tubuh  dar i  suatu  

pohon hukum,  dengan  demik ian  pr ins i p - pr ins i p  yang  

te rcan tum  dalam perp res  t i dak  boleh  ber ten tangan  

dengan  asas  hukum  te rmaksud ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa dasar  hukum perp res  te rsebu t  hanya  d ia tu r  

pada  beberapa  pasa l  da lam  undang- undang  Pokok  –

Pokok  Agrar i a ,  ya i t u  pasa l  mengena i  Hak  Mi l i k ,  

Hak  Guna Usaha,  Hak  Guna Bangunan,  Dalam Pasa l -

pasa l  te rsebu t  d inya takan  sa lah  satu  cara  tanah  

te rsebu t  secara  sukare la ,  ya i t u  mela lu i  

musyawarah  untuk  mufakat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pe lepasan     hak       atas      tanah  
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secara          sukare la     merupakan    asas  yang  

mengandung ni l a i  bahwa t i dak  

               satupun  hak  atas  tanah  yang  diambi l  

tanpa  adanya  gant i  rug i  sedangkan  pencabutan  hak  

atas  tanah  harus  ada gant i  rug i ;  - - - - - - -

       - Bahwa  pencabutan  hak  atas  tanah  

merupakan  upaya  te rakh i r  apab i l a  semua  tahap  

untuk  pengadaan  tanah  mela lu i  pembebasan  hak  atas  

tanah  te lah  di l akukan  namun t i dak  mencapai  kata  

sepakat  atau  mufakat  anta ra  pihak  pemi l i k  tanah  

dengan  pihak  yang  memer lukan  tanah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l - da l i l n ya  

Pihak  Tergugat   mengajukan  1  (sa tu )  orang  saks i  fak ta  

yang  te l ah  didengar  dan  member i kan  kete rangan  di  bawah 

sumpah  dalam  pers idangan  yang  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Nama :   JOHNNY MALELA  MARPAUNG; 

- - - - - - -

Tempat /Tangga l  Lah i r :   P.  Sian ta r ,  02  Pebruar i  

1967;  - - - - - - - - - - - -

Kewarganegaraan :   Indones ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agama :   Kr is t en ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Peker j aan            :   Karyawan  Swasta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Alamat                       :  J l .  Taman Malaka  

Sela tan  Blok  A 2 No.

RT.  010  RW.  009  Kelu rahan  

Malaka  Sar i  Kecamatan  Duren  

Sawi t  Jakar t a  Timur  

       Saks i  menerangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        - Bahwa  saks i  sebaga i  rekan  ker ja  pada  

kanto r  Jasa  Peni l a i  Publ i k  (KJPP)  Immanuel ,  

Jhonny  &  Rekan,  D/H  PT.  Sucof i ndo  Appra i sa l  

Utama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Kementer i an  peker j aan  umum te lah  menunjuk  

PT.  Sucof i ndo   Appra isa l  Utama (Sekarang  disebu t  

dengan  Kantor  Jasa  Peni l i a  Publ i k     (KJPP)  

Immanuel  Jhonny  & Rekan)  untuk           melakukan  

pen i l a i a n  (appra i sa l )        harga  tanah         

              d i  Kelu rahan  Petukangan  Utara ,  Petukangan  

Sela tan ,  yang  te rkena  proyek  Tol  JORR W2 Ruas  

Ulu jami  Kebun Jeruk ;  - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pada  saat  mener ima  penun jukan  t i dak  

memperhat i kan  pasa l  25  ayat  1  Pera tu ran  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  (BPN)  Nomor  :  3  Tahun  

2007  yang  menyatakan  bahwa  yang  mempunyai  

kewenangan  untuk  menunjuk  lembaga  peni l a i  ada lah  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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pan i t i a  pengadaan  tanah  atau  Gubenur  bukan  

Kementer i an  Peker ja  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pen i l a i a n  gant i  rug i  berdasarkan  kerug ian  

yang  bers i f a t  f i s i k  maupun  yang  bers i f a t  non  

f i s i k ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa   pen i l a i a n   d i l akukan  sebanyak  dua  ka l i  

per tama pada tahun  2008 sampai  dengan  tahun  2009,  

dan  kedua  pada  bulan  Oktober  sampai   dengan  

November  2010;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pen i l a i an   per tama  di l akukan  berdasarkan  

zona,  n i l a i  te rendah  dan  te r t i n gg i  karena  pada  

saat  i t u  peta  bidang  tanah  yang  dibua t  o leh  

kementer i an  Peker j aan  Umum belum se lesa i ;  - - - -

       - Bahwa pen i l a i an   kedua  sudah  di l akukan  

perb idang  tanah  dan  ni l a i n ya  sudah  dapat  

d i ten tukan ,  karena  peta  bidang  tanah  yang  dibua t  

o leh  kementer i an  Peker jaan  Umum sudah  se lesa i ;  

- - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  melakukan  pen i l a i a n   perb idang  tanah ,  

d i l akukan  metode  wawancara  te rhadap  para  pemi l i k  

tanah ,  namun  yang  diwawancara i  hanya  te rba tas  

beberapa  orang  sa ja ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       - Bahwa has i l  pen i l a i an  berupa  asumsi  dan  

hanya  ber laku  se lama  jangka  waktu  6  bu lan  sa ja ,  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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sete lah  lewat  jangka  waktu  te rsebu t  harus  

di l akukan  peni l a i an  uang;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  akh i rnya  Para   Penggugat  

dan  Tergugat  te lah  mengajukan  Kesimpulannya  pada  

Pers idangan  tangga l   7  Jun i  2011,  yang  se lengkapnya  

ada lah  sebaga imana  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan ,  yang  untuk  s ingka tnya  putusan  in i  cukup  

menunjuk  ber i t a  acara  pers i dangan  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  d i  

pers i dangan  menunjuk  pada  ber i t a  acara  pers i dangan  

dalam perkara  in i  dan  merupakan  bagian  tak  te rp i sahkan  

dengan ura ian  putusan  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa,  akh i rnya  para  pihak  menyatakan  

t i dak  akan  mengajukan  sesuatu  hal  lag i  da lam  perkara  

in i ,  dan  se lan ju t nya  mohon  putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

   TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

   Menimbang,  bahwa maksud dan tu juan  gugatan  Para  

Penggugat  se lengkapnya  ada lah  sebaga imana  d iu ra i kan  

dalam  duduk  perkaranya  te rsebu t  d i  atas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 55 dar i   56  ha laman Putusan  Nomor :  20/ G/2011/PTUN.JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              Menimbang,  bahwa yang  menjad i  obyek  

sengketa  dalam  perkara  in i  ada lah  :  Sura t  Keputusan  

Gubernur  Prov ins i  DKI  Jakar ta  Nomor  1907/2010 ,  Tangga l  

4 Nopember  2010,  ten tang  Perubahan  Besarnya  Gant i  Rugi  

Tanah  dan  Bangunan  Dalam  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  

Untuk  Ja lan  Tol  Jakar ta  Outer  Ring  Road (JORR)  W2 Utara  

Di  Kelu rahan  Petukangan  Sela tan ,  Kecamatan  Pesanggrahan  

Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan   (buk t i  P-  1=  T- 4) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  da lam 

gugatannya  mendal i l k an  yang  pada  pokoknya  Terguga t  

da lam menerb i t kan  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  a quo  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan  melanggar  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  seh ingga  mengak iba t kan  kerug ian  bag i  Para  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Para  

Penggugat  te rsebu t ,  maka  Tergugat  membantah  mela lu i  

sura t   jawabannya  te r t angga l  18  Maret  2011,   dan  

sebe lum  member i  jawaban  te rhadap  pokok  perkaranya  

Tergugat  te l ah  mengajukan  ekseps i ,  o leh  karenanya  

Maje l i s  Hakim  sebe lum  memper t imbangkan  ten tang  pokok  

perkaranya  te r l eb i h  dahu lu  akan  memper t imbangkan  
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ten tang  ekseps i  yang  d ia j ukan  oleh  Terguga t ;  - - -

I .   Dalam Eksepsi

           Menimbang,  bahwa  ekseps i  Tergugat  pada  

pokoknya  mendal i l k an  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa gugatan  Para  Penggugat  kurang  pihak  karena  yang  

diguga t   hanya  Gubernur  Prov ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  (DKI )   Jakar ta  sa ja ,  sedangkan  Tim  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah  ada lah  Kementer i an  Peker j aan  Umum 

se laku  pe laksana  pengadaan  tanah  untuk  ja l an  to l  

Jakar t a  Outer  Ring  Road (JORR)  W2 Utara  di  Kelurahan  

Petukangan  Utara  dan  Kelu rahan  Petukangan  Sela tan ,  

Kecamatan  Pesanggrahan  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Sela tan  t i dak  di i ku t kan  sebaga i  p ihak ;  - - - - - - - -

Bahwa  gugatan  Para  Penggugat  sa lah  alamat ,  karena  

berdasarkan  keten tuan  yang  ber laku  bahwa  yang  

melaksanakan  inven ta r i s as i  dan  musyawarah  dengan  

pemi l i k  tanah  adalah  merupakan  kewenangan   Pani t i a  

Pengadaan  Tanah  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan ,  

maka  seharusnya  Para  Penggugat  menggugat  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah te rsebu t  yang  te lah  menetapkan  bentuk  

dan besarnya  gant i  rug i ;  - - - - - - - - -

Bahwa  gugatan  Para  Penggugat  kurang  je l as  (obscure  

l i be l s ) ,  karena  dal i l - da l i l  yang  d isampaikan  Para  

Penggugat  da lam  gugatannya  sama  seka l i  t i dak  
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mendukung  dan  menguatkan  tun tu tannya  da lam  pet i t um  

seh ingga  apab i l a  sura t  keputusan  obyek  sengke ta  a quo  

diba ta l kan  maka secara  otomat i s  kena ikan  ni l a i  gant i  

rug i  da lam  sura t  keputusan  te rsebu t  t i dak  ber laku  

lag i  bag i  Para  Penggugat ,  dengan  demik ian  besaran  

ni l a i  gant i  rug i  untuk  para  Penggugat  kembal i  lag i  

sesua i  dengan  n i l a i  yang  di te t apkan  oleh  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

           Menimbang,  bahwa atas  da l i l  ekseps i  Tergugat  

te rsebu t ,   Para  Penggugat  te lah  membantah  da lam 

rep l i k nya  te r t angga l  29  Maret  2011,  yang  pada  pokoknya  

menolak  ekseps i  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa  sete lah  mencermat i  

subs tans i  dar i  ekseps i  yang  dia j ukan  oleh  Terguga t ,  

te rnya ta  te rmasuk  da lam  katagor i  ekseps i  la i n - la i n  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  77  ayat  (3 )  Undang-

Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ,  o leh  karena  i t u  maka harus  dipu tus  bersama- sama 

dengan  pokok  perkara  dalam  putusan  akh i r ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa atas  ekseps i  Terguga t  dan  

bantahan  Para  Penggugat  te rsebu t  d i  atas ,   Maje l i s  
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Hakim  memper t imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa ekseps i  Tergugat  yang  

per tama  dan  kedua  d inya takan  bahwa  gugatan  Para  

Penggugat  kurang  pihak  dan  sa lah  alamat  karena  Pani t i a  

Pengadaan Tanah t i dak  dise r t a kan  sebaga i  p ihak ;  - -

            Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  in i  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  oleh  karena  Sura t  

keputusan  obyek  sengketa  yang  d iguga t  pembata lannya  

oleh  Para  Penggugat  ada lah  sura t  keputusan  yang  

dike lua rkan  dan  di tanda tangan i  o leh  Gubernur  Prov ins i  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  (DKI )   Jakar ta  Nomor  1907/2010  

ten tang  Perubahan  besarnya  ni l a i  gant i  rug i  tanah  dan  

bangunan  da lam pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  ja l an  

to l  Jakar t a  Outer  Ring  Road  (JORR)  W2N Utara  d i  

Kelu rahan  Petukangan  Utara  dan Petukangan  Sela tan ,  maka 

apab i l a  yang  di j ad i kan  pihak  Tergugat  ada lah  Gubernur  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  (DKI )   Jakar ta  sa ja   ada lah  sudah  

tepa t  dan  meskipun  Tim  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  dalam 

hal  in i  Kementer i an  Peker j aan  Umum se laku  pelaksana  

pengadaan  tanah  te rsebu t  t i dak   i ku t  d i j ad i kan  sebaga i  

Pihak  dalam  sengketa  a  quo,  karena  yang  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  (SK)  Objek  Sengketa  ada lah  Gubernur  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  (DKI )  Jakar ta  tanpa  memer lukan  

perse tu j uan  pejaba t / i n s t ans i  la i nnya  maka gugatan  Para  
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Penggugat  t i dak  sa lah  alamat  dan  kurang  pihak ,  dengan  

demik ian  ekseps i  Tergugat  yang  per tama  dan  kedua  in i  

cukup  bera lasan  untuk  

di to l ak ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa ekseps i  Tergugat  yang  

ket i ga  dida l i l k a n  bahwa  gugatan  Para  Penggugat  kurang  

je l as  (Obscure  Libe l s )  karena  dal i l - da l i l  gugatannya  

sama  seka l i  t i dak  mendukung  dan  menguatkan  

permohonannya  yang  di t un tu t  da lam  pet i t um;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  in i  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  syara t  fo rm i l  suatu  

gugatan  ada lah  sebaga imana  d imaksud  dalam  keten tuan  

Pasal  56  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  pada  

pokoknya  menentukan  bahwa  gugatan  harus  memuat  

iden t i t a s  Penggugat  anta ra  la i n  :  nama,  

kewarganegaraan ,  tempat  t i ngga l ,   peker j aan  dan  

iden t i t a s  Terguga t  d isebu tkan  nama  jaba tan ,  tempat  

kedudukan,  kemudian  memuat  dasar  gugatan  dan  ha l  yang  

dimin ta  untuk  

dipu tuskan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa apab i l a  keten tuan  te rsebu t  

d ihubungkan  dengan  gugatan  Para  Penggugat ,  maka Maje l i s  

Hakim  berpendapat  bahwa  oleh  karena  gugatan  para  

Penggugat   sudah  memuat  syara t  fo rm i l  sebaga imana  
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te rsebu t  d i  atas ,  maka  gugatan  para  Penggugat  sudah  

cukup  je l as .  Dengan  demik ian  ekseps i  Tergugat  yang  

ket i ga  in i pun  cukup  bera lasan  untuk  di to l a k  pu la ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

           Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  

sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  di  atas ,  maka Maje l i s  Hakim 

berkes impu lan  bahwa  ekseps i  Tergugat  t i dak  bera lasan  

hukum dan oleh  karenanya  ekseps i  te rsebu t  d i  atas  harus  

dinya takan  di to l ak  

se lu ruhya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa dengan  di t o l a knya  ekseps i  

Tergugat  te rsebu t ,  maka  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  leb ih  lan ju t  ten tang  pokok  

perkaranya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  Dalam Pokok Perkara .  

           Menimbang,  bahwa  dal i l  gugatan  Para  

Penggugat  se lengkapnya  ada lah  sebaga imana  te l ah  

diu ra i kan  da lam gugatannya ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa pada gugatan  te rsebu t ,  Para  

Penggugat  mohon  pembata lan  dan  pencabutan  te rhadap  

Sura t  Keputusan  obyek  sengke ta  a  quo  karena  te l ah  

di te rb i t k an  o leh  Tergugat  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan melanggar  asas- asas  

umum pemer in tahan  yang  baik  dengan  mengura i kan  beberapa  
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pera tu ran  yang  seharusnya  dipa tuh i  o leh  Tergugat ,  akan  

te tap i  seba l i k nya  Terguga t  te l ah  membantahnya  dengan  

mengemukakan  bahwa Tergugat  sebe lum  mengeluarkan  sura t  

keputusan  obyek  sengketa ,  da lam  menerb i t kan  sura t  

keputusan  obyek  sengketa  a  quo  te lah  mela lu i  prosedur  

hukum yang  ber l aku  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  t i dak  melanggar  

asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik ; - - - -

           Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  

membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Para  Penggugat ,  maka 

Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  da l i l - da l i l  para  pihak  

te rsebu t  berdasarkan  fak ta - fak ta  yang  d ipe ro l eh  dalam 

pers idangan  dan  dar i  fak ta - fak ta  te rsebu t  akan  

dicocokkan  apakah  keten tuan  pera tu rannya  sudah  

di te rapkan  oleh  Tergugat  sesua i  dengan  keten tuan  hukum 

yang  ber l aku  dan  menyangkut  pen i l a i an  te rhadap  

penerapan  hukum te rsebu t  maka sesua i  dengan  Pasa l  107  

Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986   ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  bahwa Hakim dapat  menentukan  apa yang  

harus  d ibuk t i k an ,  beban  pembukt i an  beser ta  pen i l a i a n  

pembukt i an  dan  untuk  sahnya  pembukt i an  sekurang-

kurangnya  dua  ala t  bukt i  berdasarkan  keyak inan  hak im,  

maka  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  Maje l i s  Hakim 

berperan  akt i f  da lam menyelesa i kan  perkara  a quo;    

           Menimbang,  bahwa Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  dapat  d ika takan  sebaga i  produk  pe jaba t  Tata  
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Usaha  Negara  yang  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan   yang  ber laku  apab i l a  keputusan  Tata  

Usaha  Negara  te rsebu t  d i t e rb i t k an  o leh  badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  t i dak  berwenang  atau  

keputusan  te rsebu t  ber ten tangan  dengan  keten tuan  yang  

bers i f a t  prosedura l  maupun   subs tans ia l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa sete lah  menel i t i  da l i l -

da l i l  gugatan  Para   Penggugat ,  jawaban,  rep l i k ,  dup l i k ,  

bukt i - bukt i ,  saks i - saks i   dan  kes impu lan  yang  dia j ukan  

oleh  para  pihak  di  pers i dangan ,  maka yang  menjad i  in t i  

permasa lahan  da lam  sengke ta  in i  ada lah  apakah  sura t  

keputusan  obyek  sengketa  a  quo  di te rb i t k an  oleh  

Tergugat  ber ten tangan  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  di t i n j a u  dar i  seg i  

kewenangan,  prosedur  dan 

subs tans i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa  untuk  menjawab  pokok  

permasa lahan  te rsebu t  d i  atas   Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  

dahu lu  akan  menguj i  keabsahan  sura t  keputusan  obyek  

sengketa  a quo dar i  seg i  kewenangan  dan dalam melakukan  

pengu j i an  ( toe t s i ng )  menggunakan  keten tuan  hukum yang  

ber l aku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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            Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  

Pasal  41  Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia  Nomor  3 Tahun 2007 ten tang  Keten tuan  

Pelaksanaan  Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  

36  Tahun  2005  ten tang  pengadaan  tanah  bagi  pe laksanaan  

pembangunan  untuk  kepent i ngan  umum sebaga imana  te lah  

diubah  dengan  Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia  

Nomor  65  Tahun  2006  ten tang  perubahan  atas  Pera tu ran  

Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  36 Tahun 2005 ten tang  

pengadaan  tanah  bag i  pe laksanaan  pembangunan  untuk  

kepent i ngan  umum,  bahwa  Tergugat  memi l i k i  kewenangan  

untuk  menerb i t kan  dan  menandatangan i  sura t  keputusan  

obyek  sengketa  a quo.  Dengan demik ian  t i ndakan  Tergugat  

in  casu  Gubernur  Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  (DKI )  

Jakar t a  yang  te l ah  menerb i t kan  keputusan  obyek  sengketa  

te l ah  sesua i  dengan  kewenangan  yang  ada  padanya  (v i de  

bukt i  T-

3) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

           Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  akan  

dipe r t imbangkan  mengenai  prosedur  maupun   subs tans i  

te rhadap  proses  penerb i t an  sura t  keputusan  obyek  

sengketa ,  ya i t u  apakah  te rhadap  keten tuan  yang  bers i f a t  

prosedura l  maupun  subs tans ia l  d i l anggar  oleh  Terguga t  

atau  t i dak ,  pada  saat  mempers iapkan /menerb i t k annya ,  

seh ingga  sura t  keputusan  obyek  sengketa  a quo   menjad i  

cacat  yur id i s  atau  seba l i knya ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa untuk  menjawab permasa lahan  

te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu   akan  

mengura ikan  fak ta - fak ta  dan  tahapan- tahapan  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  da lam  proses  penerb i t an  sura t  

keputusan  obyek  sengketa   a  quo,  berdasarkan  bukt i -

bukt i  yang  dia j ukan  oleh  para  pihak  di  pers i dangan  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  ada lah  ahl i  

war i s  dar i  a lmarhum  Efendy  Soehi r  berdasarkan  sura t  

kete rangan  war is  te r t angga l  27 Mei  2005,  adalah  pemi l i k  

tanah ,  bangunan,  tanaman  dan  benda- benda  yang  ada  

dia tasnya  yang  te r l e t a k  di  Ja lan  H.  Radin  RT.  002/004 ,  

Kelu rahan  Petukangan  Utara ,  Kecamatan  Pesanggrahan ,  

Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan  sebaga imana  disebu t  

da lam ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  2423,  Desa Petukangan  

Utara  atas  nama  Efendy  Soehi r  (da lam  ser t i f i k a t  

d isebu tkan  luas  tanah  113  Meter  perseg i ,  sedangkan  

dalam akta  jua l  be l i  Nomor  732/1 /711 .1  disebu tkan  luas  

125  meter  perseg i ,  yang  te rkena  pembangunan  Ja lan  Tol  

Jakar t a  Outer  Ring  Road (JORR)  W2 Utara  Nomor  uru t  peta  

350; (v i de  bukt i  P- 5 dan P- 7) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa dalam rangka  pembebasan  

tanah  untuk  ja l an  Tol  Jakar ta  Outer  Ring  Road (JORR)  W2 

Utara  te rsebu t ,  Ketua  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  

mengeluarkan  Sura t  Keputusan  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  
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untuk  kepent i ngan  umum  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Sela tan  Nomor  192/ - 1.711 .37 / JORR W2 Utara /V I I I / 1 0  yang  

bentuk  dan besarnya  gant i  rug i  atas  tanah ,  bangunan  dan  

atau  tanaman  dan  atau  benda- benda  la i n  yang  berka i t an  

dengan  tanah  untuk  pengadaan  tanah- tanah  yang  te rkena  

pembangunan  ja l an   Tol   Jakar t a  Outer  Ring  Road  (JORR)  

W2   Utara  (  Vide  bukt i  T- 5=  P-

2) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i  P- 16 

berupa  sura t  te r t angga l  26  Ju l i  2010,  Nomor  001/RT-

2/06 /2010 ,  sura t  dar i  para  Ketua  RT.  01,  RT.02 ,  RT.03,  

RT.06,  RT.08,  RT.09,  RW.06  di t u j u kan  kepada  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah  Proyek  Ja lan  Tol   Jakar ta  Outer  Ring  

Road  (JORR)  W2N,  yang  pada  pokoknya  bahwa para  Ketua  

Rukun  Tangga  (RT)   te rsebu t  pada  tangga l  19  Jun i  2010  

te l ah  mengadakan  rapa t  dengan  para  warga  di  wisma PKBI  

J l .  Hang  Jebat  I I I / F 3 ,  Kebayoran  Baru ,  dengan  acara  

membicarakan  mengenai  n i l a i  gant i  rug i  tanah  dan  

bangunan  dan  tanaman  yang  te rkena  Ja lan  Tol  Jakar ta  

Outer  Ring  Road   (JORR)  W2 Utara  dimana  semua  warga  

dar i  masing- masing  RT  merasa  kebera tan /meno lak ,  

seh ingga  daf ta r  n i l a i  gant i  rug i  dar i  Ketua  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah  (P2T)  dikembal i kan  dan  se lan ju t nya  

menghimbau  apab i l a  Ketua  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  (P2T)  
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akan  mengadakan  musyawarah  mengenai  gant i  rug i  tanah  

dan  bangunan  maka  agar  mengundang  dar i  masing- masing  

perwak i l an  warga  yang  ada  dise t i ap  Rukun  Warga  (RW);  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa dar i  bukt i  te rsebu t  d i  

atas ,  te rnya ta  bahwa t i dak  pernah  ada musyawarah  anta ra  

warga  pemi l i k  tanah  te rmasuk  Para  Penggugat  ataupun  

yang  mewaki l i n ya  secara  langsung  dengan  pihak  Ketua  

Pani t i a  Pengadaan  Tanah   (P2T)   atau  ins tans i  

pemer in tah  se laku  pengguna  tanah  mengenai  besarnya  

gant i  rug i ,  namun  yang  te r j ad i  adalah  bahwa  sebe lum 

adanya  per temuan  anta ra  para  ketua  RT te rsebu t  dengan  

warga,  ada lah  hanya  per temuan  anta ra   Ketua  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah   (P2T)  dengan  beberapa  ketua  RT sa ja .  

Hal  i t u  bersesua ian  dengan  kete rangan  dar i  saks i  yang  

dia jukan  oleh  Para  Penggugat  bernama  Susan  Novian t i  

menerangkan  bahwa  pernah  ada  musyawarah  namun   hanya  

satu  ka l i  ya i t u  pada  tangga l  22  Februar i  2010  anta ra  

Ketua  Pani t i a  Pengadaan  Tanah   (P2T)   dengan  warga  

te rmasuk  Para  Penggugat  akan  te tap i     i t upun  hanya  

penyampaian  sos ia l i s a s i  yang  disampaikan  oleh  Ketua  

Pani t i a  Pengadaan  Tanah   (P2T)  bahwa  akan  ada  proyek  

to l  yang  melewat i  rumah  warga  di  wi layah  Petukangan  

Sela tan  dan  Petukangan  Utara  tanpa  te r l eb i h  dahu lu  

diadakan   pembahasan  ten tang  gant i  rug i  te tap i  langsung  

member ikan  daf ta r  bentuk  dan besarnya  ni l a i  gant i  rug i ;  
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            Menimbang,  bahwa sete lah  rapa t  sos ia l i s a s i  

te rsebu t  se lan ju t nya  Ketua  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  

mengeluarkan  Sura t  Keputusan  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  

untuk  kepent i ngan  umum  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Sela tan  Nomor  192/ - 1.711 .37 / JORR  W2N  Utara /V I I I / 1 0  

Tangga l  31  AGUSTUS 2010  Tentang  bentuk  dan  besarnya  

gant i  rug i  atas  tanah ,  bangunan  dan/a tau  tanaman 

dan/a tau  benda- benda  la i n  yang  berka i t an  dengan  tanah  

untuk  pengadaan  tanah- tanah  yang  te rkena  pembangunan  

ja l an   Tol   Jakar t a  Outer  Ring  Road  (JORR)  W2N Utara  

(V ide  bukt i  P- 2) ;  - -

            Menimbang,  bahwa sehubungan  dengan  sura t  

keputusan  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  te rsebu t  se lan ju tn ya  

warga  Petukangan  te rmasuk  Para  Penggugat  yang  te rkena  

penggusuran  mengajukan  sura t  kebera tan  kepada  Ketua  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  (DKI )   Jakar ta  dengan  sura t  te r t angga l  18  

September  2010  dan  kepada  Tergugat  te r t angga l  5 

September  2010,  berupa  Sura t  dar i  perwak i l an  warga  

Petukangan  te rmasuk  Para  Penggugat  yang  te rgusur  oleh  

pembangunan  ja l an  Tol   Jakar ta  Outer  Ring  Road  (JORR)  

W2N, Per iha l  peno lakan  penetapan  harga  gant i  rug i  tanah  

dan  bangunan,   dengan  alasan  proses  penetapan  harga  

gant i  rug i  d i l akukan  secara  sep ihak  oleh  Ketua  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah  (P2T)   tanpa  mela lu i  proses  

negos ias i /musyawarah  dengan  t im  perwak i l an  yang  dibe r i  

kuasa  oleh  warga,  dan  masih  banyak  kesa lahan  da lam hal  
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ukuran  tanah  yang  t i dak  sesua i  dengan  keadaan  yang  

sebenarnya  ser ta  masih  ada  data  bangunan  yang  t i dak  

te rcan tum  dan  nama  pemi l i k  t i dak  sesua i  dengan  

kepemi l i k annya  (V ide  bukt i  P- 17  dan  P-

18) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa dar i  bukt i  T- 6  berupa  

Sura t   te r t angga l  26  Oktober  2010  dar i  Sekda  Prov ins i  

Daerah  Khusus  Ibuko ta   Jakar ta  yang  di tu j ukan  kepada  23  

orang  warga  yang  te rkena  ja l an  Tol  Jakar t a  Outer  Ring  

Road  (JORR)  W2N  Jakar ta  Sela tan ,  bahwa  sehubungan  

dengan  proses  penye lesa ian  kebera tan  warga  Kelurahan  

Petukangan  Utara  dan Petukangan  Sela tan  pada tangga l  27  

Oktober  2010  d iundang  untuk  rapa t  d i  Ruang Rapat  Lt  22  

Gedung  Bala i  

Kota ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa kemudian  Sekda  Prov ins i  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  (DKI )  Jakar ta  pada  tangga l  28  

Oktober  2010 te l ah  mengadakan  rapa t  kembal i  da lam acara  

yang  sama dan  d i t empat  yang  sama pu la  dan  mengundang  

sebanyak  15 orang  warga  yang  te rkena  ja l an  Tol   Jakar ta  

Outer  Ring  Road  (JORR)  dan  se lan ju t nya  pada  tangga l  2 

Nopember  2010  diadakan  rapa t  kembal i  walaupun  warga  

yang  diundang  hanya  13 orang   (v ide  bukt i  T- 7 dan T- 9) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -     

            Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i  T- 6,  T- 7  
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dan  T- 9  sebaga imana  diu ra i kan  d i  atas  dipe ro leh  fak ta  

bahwa  rapa t  da lam  acara  penyampaian  masukan,  

a lasan /a rgumentas i  peno lakan  masyaraka t  te rhadap  

besar /ben tuk  gant i  rug i  berdasarkan  keputusan  Kepada  

Pani t i a  Pengadaan  Tanah (P2T)  Kota  admin is t r a s i  Jakar t a  

Sela tan  mengenai  gant i  rug i  tanah  yang  te rkena  

pembangunan  ja l an  Tol   Jakar ta  Outer  Ring  Road  (JORR)  

W2N di  Kelurahan  Petukangan  Utara  dan  Petukangan  

Sela tan ,  Kota  admin is t r a s i  Jakar t a  Sela tan  hanya  

di i ku t i  o leh  beberapa  orang  sa ja  tanpa  mengundang  Para  

Penggugat  sebaga i   warga  yang  kena  gusur ; - - - - - -

            Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasa l  I  angka  

10 Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  36 Tahun  

2005  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  

Pembangunan  Untuk  Kepent i ngan  Umum berbuny i  bahwa  :  

Musyawarah  ada lah  keg ia tan  yang  mengandung  proses  

sa l i ng  mendengar ,  sa l i ng  member i ,  dan  sa l i ng  mener ima  

pendapat ,  ser ta  ke ing inan  untuk  mencapa i  kesepaka tan  

mengenai  bentuk  dan  besarnya  gant i  rug i  dan  masalah  

la i n  yang  berka i t an  dengan  keg ia tan  pengadaan  tanah  

atas  dasar  kesukare l aan  dan  kese ta raan  anta ra  pihak  

yang  mempunya i  tanah ,  bangunan,  tanaman,  dan  benda-

benda  la i n  yang  berka i t an  dengan  tanah  dengan  pihak  

yang  memer lukan  tanah   (v i de  bukt i  T-

1) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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            Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pera tu ran  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  

Nomor  3  Tahun  2007  Tentang  keten tuan  pelaksanaan  

Pera tu ran  Pres iden  Nomor  36  Tahun  2005  ten tang  

pengadaan  tanah  bag i  pe laksanaan  pembangunan  untuk  

kepent i ngan  umum  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  

Pera tu ran  Pres iden  Nomor  65  Tahun  2006  ten tang  

perubahan  atas  Pera tu ran  Pres iden  Nomor  36  Tahun  2005  

ten tang  pengadaan  tanah  bag i  pe laksanaan  pembangunan  

untuk  kepent i ngan  umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  8  :  Sete lah  di te r imanya  keputusan  penetapan  

lokas i ,  ins tans i  pemer in tah  yang  memer lukan  tanah  dalam 

waktu  pal i ng  lama 14 har i  waj ib  mempubl i kas i kan  rencana  

pelaksanaan  pembangunan   untuk  kepent i ngan  umum kepada  

masyaraka t  dengan  cara  sos ia l i s a s i  ba ik  langsung  maupun 

t i dak  langsung ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  14 ayat  (3 )  huru f  a :  member ikan  pen je lasan  atau  

penyu luhan   kepada  

masyaraka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal   19   ayat  (1 )  :   Pani t i a  pengadaan  tanah  
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Kabupaten /  Kota  bersama  ins tans i  pemer in tah  yang  

memer lukan  tanah  melaksanakan  penyu luhan  untuk  

menje laskan  manfaa t  maksud  dan  tu j uan  pembangunan  

kepada  masyaraka t  ser ta  da lam  rangka  mempero leh  

kesed iaan  dar i  para  pemi l i k  (v i de  bukt i  T- 3) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  

dan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  te rsebu t  d i  

atas  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa  sura t  keputusan  

Pani t i a  Pengadaan  Tanah  Kota  Admin is t r a s i  Jakar t a  

Sela tan  maupun  sura t  keputusan  obyek  sengketa  yang  

di te rb i t k an  oleh  Tergugat  in  casu  Gubernur  Prov ins i  

Daerah  Khusus  Indones ia  Jakar t a   te rbuk t i  t i dak  

didahu lu i  dengan  adanya  musyawarah  yang  mel iba t kan  para  

Penggugat   yang  berka i t an  dengan  keg ia tan  pengadaan  

tanah  untuk  proyek  pembangunan  ja l an  Tol  Jakar ta  Outer  

Ring  Road  (JORR),  d imana  d ida lam  musyawarah  i t u  

seharusnya  te r j ad i  adanya   sa l i ng  member i ,  sa l i ng  

mener ima  dan  d i l akukan  atas  dasar  kesukare laan  dan  

keseta raan  anta ra  para  Penggugat  sebaga i  p ihak  yang  

mempunyai  tanah  dengan  Terguga t  sebaga i  p ihak  yang  

memer lukan  tanah  sebaga imana  d ia tu r  da lam Pasa l  1 angka  

10  Perpres  Nomor  36  Tahun  2005;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

            Menimbang,  bahwa meskipun  pihak  Tergugat  

sebe lum  menerb i t kan  sura t  keputusan  obyek  sengke ta  a 

quo  te l ah  mengadakan  per temuan  anta ra  warga  Petukangan  

dengan  pihak  Pemer in tah  Daerah  yang  di l akukan  d i ruang  

rapa t  Bala i  Kota ,  akan  te tap i  Para  Penggugat  maupun 

perwak i l an  yang  mener ima  sura t  kuasa  dar i  Para  

Penggugat   t i dak  d iundang  untuk  mengiku t i  rapa t  da lam 

acara  penyampaian  masukan,  a lasan /a rgumentas i  peno lakan  

masyaraka t  mengenai  penerapan  besar /  bentuk  gant i  rug i  

berdasarkan  keputusan   Kepada  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  

(P2T)  Kota  Admin is t r a s i  Jakar t a  Sela tan  (v i de  daf ta r  

nama- nama yang  diundang  te r l amp i r  da lam sura t  undangan  

bukt i  T- 6,  T- 7  dan  T- 9)  dan  se la i n  i t u  te rnya ta  dar i  

bukt i - bukt i   yang  dia j ukan  oleh  Tergugat  t i dak  ada  

satupun  bukt i  yang  membukt i kan  bahwa  Para  Penggugat  

te l ah  dia j ak  musyawarah  secara  langsung  baik  oleh  

Pani t i a  Pengadaan  Tanah   (P2T)  maupun  oleh  Tergugat  

da lam  rangka  menerb i t k an  sura t  keputusan  obyek  

sengketa ,  sebaga imana  maksud  asas  audi  et  a l t e r am  

par tem  (asas  mendengar  kedua  be lah  

pihak) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa d ida lam  sura t  keputusan  

obyek  sengketa  dalam kons ide ran  menetapkan  bag ian  kedua  

berbuny i  :  Kepada  Pani t i a  Pengadaan  Tanah  (P2T)  Kota  

Admin is t r a s i  Jakar ta  Sela tan  untuk  melakukan  pendataan  

ulang  te rhadap  data  inven ta r i s as i  tanah  dan  bangunan  
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yang  t i dak  sesua i  dengan  data  pemegang  hak,  atas  dasar  

ha l  te rsebu t  bahwa  sesungguhnya  Tergugat  te l ah  

mengetahu i  adanya  kesa lahan  yang  di l akukan  oleh  Pani t i a  

Pengadaan  Tanah,  oleh  karena  i t u  apab i l a  Tergugat  ing in  

menyelesa i kan  permasa lahan  kebera tan  yang  d ia j ukan  oleh  

para  Penggugat ,  seharusnya  sebe lum  Pani t i a  Pengadaan  

Tanah  se lesa i  melaksanakan  pendataan  u lang  data  

inven ta r i s a s i  tanah  dan  bangunan  mi l i k  Para  Penggugat ,  

hendaknya  Tergugat  t i dak   menerb i t kan  sura t  keputusan  

obyek  sengketa  a quo;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

              Menimbang,  bahwa oleh  karena  per in t ah  

pendataan  u lang  te rsebu t  d i  atas  bersamaan  dengan  

te rb i t n ya  sura t  keputusan  obyek  sengketa  a  quo,  maka 

secara  procedura l  te rbuk t i  t i ndakan  Tergugat  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  seka l i gus  melanggar  prosedur  fo rma l  sebaga imana  

yang  te lah  diu ra i kan  di  atas ,  dan  te rbuk t i  melanggar  

asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  khususnya  asas  

propors i ona l i t a s  dan  asas  audi  et  a l te r am  par tem  o leh  

karena  i t u  menyebabkan  sura t  keputusan  obyek  sengketa  a  

quo  mengandung  cacat  yur i d i s ,  seh ingga  cukup  alasan  

hukum  untuk  membata lkannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa  o leh  karena  sura t  

keputusan  obyek  sengketa  d inya takan  bata l ,   maka 

74

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mewaj ibkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  sura t  

keputusan  obyek  sengketa  a  quo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  

hukum  te rsebu t  d i  atas ,  maka  Maje l i s  Hakim 

berkes impu lan  bahwa dal i l - da l i l  Tergugat  ten tang  adanya  

musyawarah  anta ra  Para  Penggugat  dengan  Tergugat  t i dak  

te rbuk t i  dan  seba l i knya  dal i l - da l i l  gugatan  para  

Penggugat  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  

sebaga imana  dimaksud  da lam keten tuan  Pasa l  53  ayat  (2 )  

huru f  a dan b Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2004 seh ingga  

bera lasan  hukum  untuk  mengabulkan  gugatan  Para  

Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa o leh  karena  gugatan  Para  

Penggugat  d ikabu l kan  se lu ruhnya ,  maka Terguga t  sebaga i  

p ihak  yang  ka lah ,  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  110  

Undang- Undang Nomor  5 tahun  1986 ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  Tergugat  d ihukum  untuk  membayar  b iaya  

perkara  yang  t imbu l  da lam sengke ta  in i ,  yang  jumlahnya  

disebu tkan  dalam  amar  putusan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -  

           Menimbang,  bahwa sega la  bukt i  yang  be lum 

diper t imbangkan  dalam  putusan  in i  d ipandang  t i dak  
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re levan  lag i  untuk  dipe r t imbangkan  dan  dikesampingkan ,  

akan  te tap i  te tap  di l amp i r kan  dalam  berkas  perkara  

in i ; - - -

           Menginga t ,   Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  

jo  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  perubahan  

kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  pera tu ran  perundang-

undangan  la i n  yang  

berka i t an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M   E   N   G   A   D   I    L   I

I .  DALAM EKSEPSI  

   Menolak  Ekseps i  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

I I .   DALAM POKOK PERKARA

 1.    Mengabulkan  gugatan  Para   Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 2.    Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Gubernur  

Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  (DKI )  Jakar t a  Nomor  

1907/2010 ,  Tangga l  4  Nopember  2010,  Tentang  

Perubahan  Besarnya  Ni la i  Gant i  Rugi  Tanah  dan  

Bangunan 

      Dalam Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah Untuk  Ja lan  Tol  

Jakar t a  Outer  Ring  Road (JORR)  W2 Utara  Di  Kelurahan  

Petukangan  Utara  dan  Kelu rahan  Petukangan  Sela tan ,  
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Kecamatan  Pesanggrahan  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Sela tan ,  khusus   b idang  tanah   atas  nama  Para  

Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  3.   Mewaj ibkan    kepada   Gubernur  Prov ins i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  (DKI )   Jakar ta  (Terguga t )  untuk  

mencabut  Sura t  Keputusan  Gubernur  Prov ins i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  (DKI )   Jakar ta  Nomor  1907/2010 ,  

Tangga l  4  Nopember  2010,  Tentang  Perubahan  Besarnya  

Ni la i  Gant i  Rugi  Tanah  dan  Bangunan  Dalam 

Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Ja lan  Tol  Jakar t a  

Outer  Ring  Road  (JORR)  W2  Utara  Di  Kelu rahan  

Petukangan  Utara  dan  Kelu rahan  Petukangan  Sela tan ,  

Kecamatan  Pesanggrahan ,  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Sela tan ,   khusus  bidang  tanah  atas  nama  Para  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 4.   Menghukum   Tergugat     untuk   membayar  biaya  

perkara  sebesar  Rp.  174.  000, .  (Sera tus  tu j uh  puluh  

empat  r i bu  rup iah ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  d ipu tus  dalam  Rapat  Permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada  

har i  Selasa  tangga l                 21  Jun i    2011 oleh  

kami  JUMANTO S.H.   se laku   Hakim    Ketua     Maje l i s ,  

HERMAN BAEHA, S.H. ,  M.H. ,    dan   BONNYARTI KALA LANDE, 

S.H. ,M.H. ,  masing- masing   se laku   Hakim    Anggota ,  
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putusan   te r sebu t  d iucapkan  dalam  pers idangan  yang  

te rbuka  untuk  umum pada har i    Selasa   tangga l   28 Jun i  

2011,  o leh  Maje l i s  Hakim te rsebu t  dengan  d iban tu    o leh  

ANITHA  SYAHRINI ,  S.H.     se laku     Pani te ra  

Penggant i   

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  d ihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum 

Penggugat  Tanpa  dihad i r i   Tergugat   maupun Kuasa  Hukum 

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    

KETUA MAJELIS,

    TTD

  
JUMANTO S.H.                      
HAKIM ANGGOTA I

            TTD

HERMAN BAEHA.,  S.H. ,  M.H.  

 TTD

BONNYARTI  KALA LANDE, S.H. ,  M.H.

 
  
PANITERA PENGGANTI

   

TTD

  

ANITHA SYAHRINI ,  S.H.

Rinc ian  biaya  perkara  :

1. Pendaf ta ran  …………………. : Rp.    30.000 . -

78

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK …………………………… : Rp.    50.000 . -

3. Panggi l an  …………….………. : Rp.     80.000 . -

4. Matera i  ………………..……… : Rp.      6.000 . -

5.  Redaks i  ………………………. :     Rp.      5.000 . -

6.  Leges  …………………………. :     Rp.      3.000 . -

     Rp.  174.000 . -

Terb i l ang  :  (Sera tus  tu juh  puluh  empat  r i bu  rup iah )

Halaman 79 dar i   56  ha laman Putusan  Nomor :  20/ G/2011/PTUN.JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79


